
I S A L I N  A N  

BUPATI SEKADAU 
PROVINS! KALIMANTAN BARAT 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR 2 1  TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PENGELOLAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DJ KABUPATEN SEKADAU 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 
BUPATI SEKADAU, 

a. bahwa pelaksanaan pemungutan pajak Bea Perolehan 

Hak Atas Tanah dan Bangunan telah ditetapkan 

berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau 

Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Daerah Kabupaten 

Sekadausebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah 

Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten 

Sekadau Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  ten tang Pajak Daerah 

Kabupaten Sekadau; 

b. bahwa untuk lebih mengoptimalkan dalam 

pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak atas 

Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan 

masyarakat, perlu disesuaikan dengan dinamika 

perkembangan pengaturan dalam pelaksanaan 

pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan sehingga Peraturan Bupati Sekadau Nomor 

19 tahun 2 0 1 1  tentang Sistem dan Prosedur 

Pemungutan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud Dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Bupati Sekadau tentang Tata 

Cara Pengelolaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan di Kabupaten Sekadau 
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ten tang 

Republik 

4. 

1 .  Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang 

Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 

1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3987); 

2. Undang - Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea 

Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 44, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21  Tahun 

1997 tentang Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 

Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia nomor 3988); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang 

Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4189); 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 

Keuangan Negara (Lembaran Negara 

Mengingat 

Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Melawi dan Kabupaten 

Sekadau di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 149, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4344 ) .  
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6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201 1  tentang 

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Tambahan Lembaran Negara Republik 

Nomor 5188);  

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2 0 1 1  

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5679); 

10.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019  tentang 

Pengelolaan Keuangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 

Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 

Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

12 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 

Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 

Nomor 7, 

Indonesia 
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Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4737); 

13 .  Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1 14 ) ;  

14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 

tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang 

Pedoman Pemberian Insentif Dan Pemberian 

Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4861) ;  

16.  Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang 

Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan 

Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh 

Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5179);  

17 .  Peraturan Pmerintah Nomor 64 Tahun 2016 Tentang 

Pembangunan Perumahan Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah; 

18.  lnstruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2016 Tentang 

Pemberian Pengurangan dan/atau Keringanan atau 

Pembebasan Pajak BPHTB dan Retribusi Izin 

Mendirikan Bangunan Rumah Umum bagi Masyarakat 

Berpenghasilan Rendah; 

19 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 3  Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang 
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Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah; 

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 

tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan 

Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta 

Penyampaiannya; 

2 1 .  Peraturan Bersama Menteri Keuangan Republik 

Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Nomor 

186/PMK. l 7 /2010 dan Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Tahapan Pengalihan BPHTB sebagai Pajak Daerah; 

22. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 07 

Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang 

Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sekadau 

(Lembaran Daerah Daerah Tahun 2008 Nomor 7); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 

201 1  ten tang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2011  

Nomor 2) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 

Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 Tahun 2 0 1 1  

tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau; 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 2 Tahun 

2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten 

Sekadau; 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi 

dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau 

(Lembaran Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 2016 

Nomor 7); 

MEMUTUSKAN 

PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN DI 

KABUPATEN SEKADAU 
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BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1 .  Daerah adalah Daerah Kabupaten Sekadau; 

2. Pemerintahan Daerah adalah Bupati beserta 

Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintah Daerah di Kabupaten Sekadau; 

3. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan 

Pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah; 

4. Kepala Daerah adalah Bupati Kabupaten Sekadau; 

5. Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah, yang 

selanjutnya disingkat BPRPD adalah Satuan Kerja 

Perangkat Daerah Kabupaten Sekadau yang diberi 

kewenangan dalam pengelolaan dan pemungutan 

Pajak Daerah Kabupaten Sekadau; 

6. Kas Daerah adalan Kas Daerah Kabupaten Sekadau; 

7. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, yang 

selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak yang 

dikenakan atas perolehan hak atas tanah dan/atau 

bangunan; 

8. Sistem Informasi Pengelola Keuangan Daerah yang 

selanjutnya disingkat SIPKD merupakan sistem 

pengelolaan keuangan daerah yang digunakan 

Ka bu paten Sekadau untuk berbagai jerus 

transaksional keuangan. 

9. Elektronik Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya 

disebut e-PAD merupakan aplikasi pengelola 

Pendapatan Daerah yang digunakan Badan Pengelola 

Retribusi dan Pajak Daerah mulai dari pendaftaran, 

pemberian identitas (berupa nomor NPWPD), 

pengelola data wajib pajak, penetapan, pembukuan 

dan pelaporan sampai dengan pelayanan kepada 

wajib pajak. 

10.  Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 
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adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang 

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah 

dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Sadan; 

1 1 .  Hak atas Tanah dan/ a tau Bangunan adalah hak atas 

tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan 

diatasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang 

undang di bidang pertanahan dan bangunan; 

12.  Wajib Pajak SPHTS adalah orang pribadi atau Sadan 

yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan perpajakan daerah; 

13 .  Sadan adalah sekumpulan orang dan/atau modal 

yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan 

usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang 

meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, 

perseroan lainnya, badan usaha milik negara (SUMN), 

atau badan usaha milik daerah (SUMD) dengan nama 

dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 

dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, 

organisasi massa, orgarusasi sosial politik, atau 

organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 

lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan 

bentuk usaha tetap; 

14. Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya 

disebut PPAT adalah pihak yang berwenang 

menerbitkan Akta Pemindahan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan; 

15. Kantor Pertanahan Kabupaten Sekadau adalah 

Kantor yang membidangani urusan pengelolaan data 

base pertanahan di Kabupaten Sekadau; 

16 .  Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk 

untuk menerbitkan Surat Tanda Setoran Pajak 

Daerah; 

17. Pengelola Pendaftaran dan Pendataan Pajak/ Retribusi 

adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerbitkan 

Surat Ketetapan Pajak Daerah; 



8 

18. Bank adalah pihak yang ditunjuk untuk menenma 

pembayaran atau penyetoran Bea Perolehan Hak Atas 

Tanah dan Bangunan terhutang dari Wajib Pajak; 

19.  Surat Tanda Setoran yang selanjutnya disingkat STS 

adalah surat tanda setoran Pajak Daerah; 

20. Dokumen atau Akta terkait Perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan adalah dokumen atau 

akta yang menyatakan telah terjadinya peralihan dan 

perolehan hak atas kepemilikan tanah dan/atau 

bangunan. Dokumen atau akta ini dapat berupa Akta 

Jual Beli/ Surat Keterangan Jual Beli, Akta Hibah, 

Surat Keterangan Waris, Risalah lelang, Surat 

Keputusan Pemberian Hak atas Tanah dan lain-lain 

yang memiliki kekuatan hukum; 

2 1 .  Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB, yang 

selanjutnya disingkat SSPD BPHTB adalah surat yang 

oleh Wajib Pajak digunakan untuk menyampaikan 

data objek pajak sebagai dasar penetapan jumlah 

pajak terhutang; 

22. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya 

disingkat SKPD adalah surat yang digunakan untuk 

menetapkan besaran pajak terhutang; 

23. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan besamya jumlah 

pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan 

pembayaran pokok pajak, besamya sanksi 

administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 

dibayar; 

24. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 

Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, 

adalah surat ketetapan pajak yang menentukan 

tambahan atasjumlah pajak yang telah ditetapkan; 

25. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 

disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan Pajak yang 

menentukan jumlah pokok Pajak sama besamya 
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dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tudak 

terutang dan tidak ada kredit pajak. 

26. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang 

selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat 

ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan 

pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih 

besar dari pada pajak yang terutang atau seharusnya 

tidak teru tang; 

27. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya 

disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan 

tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa 

bunga dan/atau denda; 

28. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan 

yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan 

hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan 

ketentuan tertentu dalam peraturan perundang 

undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam 

Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 

Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak 

Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih 

Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan 

Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan; 

29. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan 

atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak 

Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat 

Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, 

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan 

Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap 

pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang 

diajukan oleh Wajib Pajak; 

30. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan 

pajak atas banding terhadap Surat Keputusan 

Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak; 
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3 1 .  Akta Pemindahan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan adalah perbuatan hukum/peristiwa 

hukum peralihan dan perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan dari satu pihak ke pihak lain; 

32. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai 

dari penghimpunan data obyek dan subyek pajak, 

penentuan besarnya pajak yang terutang sampai 

kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta 

pengawasan penyetorannya; 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2 

1) Tata Cara pemungutan BPHTB mencakup seluruh 

rangkaian proses yang harus dilakukan dalam 

pelaporan dan penetapan, penatausahaan, 

penerimaan BPHTB. 

2) Tata Cara sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

meliputi: 

a. Penerimaan, Penelitian dan Verifikasi berkas; 

b. Perhitungan dan penetapan BPHTB; 

c. Pembayaran BPHTB; 

d. Pelaporan BPHTB; 

e. Penagihan BPHTB; 

f. Penetapan Surat Keputusan Pengurangan. 

3) Tata cara penerimaan, penelitian dan verifikasi berkas 

BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

adalah cara Wajib Pajak mengajukan berkas 

permohonan dengan menggunakan SSPD BPHTB 

dilengkapi dengan dokumen pendukung selanjutnya 

untuk dilakukan penelitian dan verifikasi berkas 

langsung pada fungsi pelayanan BPRPD. 

4) Tata cara perhitungan dan penetapan BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah 

cara perhitungan dan penetapan pajak terutang yang 
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dilakukan oleh Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan PBS dan BPHTB, untuk selanjutnya 

dilakukan validasi Kepala Bidang PBS dan BPHTB. 

5) Tata Cara Pembayaran BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah cara 

pembayaran BPHTB terhutang yang dilakukan oleh 

Wajib Pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB pada 

Kas Daerah melalui Bank yang ditunjuk. 

6) Tata Cara pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf e adalah tata cara pelaporan 

realisasi penerimaan BPHTB. 

7) Tata Cara penagihan BPHTB terhutang sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf f adalah tata cara yang 

dilakukan setelah penetapan STPD, SKPDKB atau 

SKPDKBT dan Surat Teguran yang dilakukan oleh 

BPRPD. 

8) Tata Cara penetapan Surat Keputusan Pengurangan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g adalah 

tata cara penetapan persetujuan/penolakan atas 

pengajuan pengurangan BPHTB yang diajukan oleh 

Wajib Pajak. 

1) Untuk 
Pasal3 

melaksanakan tata car a pemungutan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPRPD 

melaksanakan fungsi yang dibutuhkan meliputi: 

a. Fungsi Pelayanan dilaksanakan oleh Bidang 

Pengelola PBS dan BPHTB; 

b. Fungsi data dan informasi dilaksanakanoleh Bidang 

Pengelola PBS dan BPHTB; 

c. Fungsi pembukuan dan pelaporan dilaksanakan 

oleh Bidang Perencanaan, Pengawasan Retribusi, 

Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah; 

2) Fungsi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf a bertugas melakukan interaksi dengan wajib pajak 

dalam tahapan-tahapan pemungutan BPHTB seperti 

dalam tata cara penelitian dokumen dan penetapan 
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SSPD; 

3) Fungsi data dan informasi sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  huruf b bertugas untuk mengelola database 

terkait objek pajak; 

4) Fungsi pembukuan dan 

dimaksud pada ayat (1 )  

menyiapkan Laporan Realisasi Penerimaan BPHTB 

berdasarkan data dan laporan dari pihak-pihak lain yang 

ditunjuk serta menerima dan memverifikasi pengajuan 

keberatan dari wajib pajak. 

BAB III 

Objek Dan Subjek Pajak BPHTB 

Pasal 4 
1) Objek Pajak BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan. 

2) Objek Pajak BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 )  meliputi: 

a. Jual Beli; 

b. Tukar Menukar; 

c. Hibah; 

d. Hibah Wasiat; 

e. Waris; 

f. Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum 

lain; 

g. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan; 

h.  Penunjukan pembeli dalam lelang; 

1. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai 

kekuatan hukum tetap; 

J. Penggabungan Usaha; 

k. Peleburan Usaha; 

l. Pemekaran Usaha; atau 

m. Hadiah; 

n. Pemberian hak baru; 

o. Pemberian hak baru sebagai kelanjutan pelepasan 

hak. 

3) Hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

pelaporan sebagaimana 

huruf c bertugas untuk 
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adalah: 

a. Hak Milik; 

b. Hak Guna Usaha; 

c. Hak Guna Bangunan; 

d. Hak Pakai; 

e. Hak Milik atas satuan Rumah Susun; dan 

f. Hak Pengelolaan. 

4) Objek pajak yang tidak dikenakan SPHTS adalah objek 

pajak yang diperoleh: 

a. Perwakilan Diplomatik dan Konsulat berdasarkan 

azas perlakuan timbal balik; 

b. Negara untuk penyelenggaraan pemerintahan 

dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna 

kepentingan umum; 

c. Sadan atau perwakilan Lembaga Internasional yang 

ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan 

dengan syarat tidak menjalankan usaha atau tidak 

melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas 

badan atau perwakilan organisasi tersebut; 

d. Orang pribadi atau Sadan karena konversi hak 

atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak 

adanya perubahan nama; 

e. Orang pribadi atau Sadan karena wakaf; dan 

f. Orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk 

kepentinganibadah. 

Pasal 5 
I )  Subjek Pajak SPHTB adalah orang pribadi atau Badan 

yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan 

yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan. 

3) Wajib Pajak BPHTB sebagaimana yang dimaksud ayat 

(2) adalah nilai perolehan objek pajak Tanah dan/atau 

Bangunan diatas Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak 

Kena Pajak (NPOPTKP). 
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Bab IV 
Dasar Pengenaan Dan Tarif Pajak 

Pasal 6 
1) Dasar pengenaan Pajak adalah Nilai Perolehan Objek 

Pajak (NPOP). 

2) Nilai Perolehan Objek Pajak sebagairnana dirnaksud 

pada ayat ( 1 )  dalarn ha!: 

a. jual beli adalah harga transaksi; 

b. tukar rnenukar adalah niJai pasar; 

c. hibah adalah nilai pasar; 

d. hibah wasiat adalah nilai pasar; 

e. waris adalah nilai pasar; 

f. pernasukan dalarn perseroan atau badan hukurn 

lainnya adalah nilai pasar; 

g. pernisahan hak yang rnengakibatkan peralihan 

adalah nilai pasar; 

h. peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakirn 

yang rnernpunyai kekuatan hukurn tetap adalah 

nilai pasar; 

1.  pernberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan 

dari pelepasan hak adalah nilai pasar; 

J. pernberian hak baru atas tanah di luar pelepasan 

hak adalah nilai pasar; 

k. penggabungan usaha adalah nilai pasar; 

I. peleburan usaha adalah nilai pasar; 

m. pernekaran usaha adalah nilai pasar; 

n. hadiah adalah nilai pasar; dan/atau 

o. penunjukan pernbeli dalarn lelang adalah harga 

transaksi yang tercanturn dalarn risalah lelang. 

3) Jika Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf a sarnpai dengan huruf n 

tidak diketahui atau lebih rendah dari pada Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) yang digunakan dalarn pengenaan 

Pajak Bumi dan Bangunan pada tahun terjadinya 

perolehan, Nilai Perolehan Objek Pajak yang digunakan 

adalah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan 

Bangunan. 
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4) Dalam hal Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi 

dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

belum ditetapkan pada saat terutangnya BPHTB, Nilai 

Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan 

dapat didasarkan pada Surat Keterangan Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan. 

5) Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak 

Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) adalah bersifat sementara. 

6) Surat Keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak 

Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) dapat diperoleh di instansi yang berwenang di 

wilayah Daerah. 

Pasal 7 

Dalam hal Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 

Perkotaan sudah menjadi pajak Kabupaten Sekadau, 

penetapan besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak 

Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

ayat (3) dilakukan oleh Bupati. 

Pasal 8 

1) Besarnya Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 

60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk setiap 

Wajib Pajak. 

2) Dalam hal perolehan hak karena wans atau hibah 

wasiat yang diterima orang pribadi yang masih dalam 

hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan 

lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah 

dengan pemberi waris atau hibah wasiat, terrnasuk 

suami/istri, Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena 

Pajak (NPOPTKP) ditetapkan paling rendah sebesar Rp. 

300.000 .000,00 (tiga ratus juta rupiah) untuk setiap 

Wajib Pajak. 

Pasal 9 
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lirna persen). 
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BABV 
Wilayah Pemungutan Dan Tata Cara Pemungutan 

Pasal 10 
BPHTB dipungut di Daerah 

Pasal 1 1  

1) Wajib Pajak mengurus Akta Pemindahan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/notaris atau 

Pejabat Lelang sesuai peraturan perundangan. 

2) PPAT/notaris hanya dapat menandatangani akta 

pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 

pajak berupa SSPD. 

3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang 

Negara hanya dapat menandatangani risalah lelang 

perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan setelah 

Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak 

berupa SSPD. 

Bagian Pertama 
Penerimaan, Penelitian dan Verifikasi Berkas 

Pasal 12 

1) Wajib Pajak menghitung dan mengisi SSPD BPHTB yang 

formulirnya disediakan oleh BPRPD. 

2) PPAT/notaries atau kepala kantor yang membidangi 

lelang Negara menandatangani SSPD BPHTB. 

3) Formulir SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  pasal ini terdiri dari atas 6 lembar, dengan 

perincian sebagai berikut: 

Lembar 1 : Untuk Wajib Pajak sebagai bukti 

pembayaran. 

Lembar 2 : Untuk PPAT / Notaris / Kantor Lelang I 

Pejabat Lelang. 

Lembar 3 : Untuk Kantor Pertanahan. 

Lem bar 4 : Untuk arsip BPRPD. 

Lembar 5 :  Bendahara Penerima BPRPD. 

Lem bar 6 :  Untuk arsip pembayaran pada Bank yang 
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ditunjuk. 

4) Bentuk, lsi dan Tata cara pengisian Form SSPD BPHTB 

oleh Wajib Pajak adalah sebagaimana tercantum dalam 

lampiran I Peraturan Bupati ini. 

5) Wajib Pajak melengkapi dokurnen-dokumen pendukung 

transaksi yang tercantum dalam lampiran 11 Peraturan 

Bupati ini, untuk selanjutnya diterima oleh fungsi 

pelayanan BPRPD. 

6) Formulir yang diajukan wajib pajak diteliti dan 

diverifikasi kelengkapan berkasnya pada fungsi 

pelayanan BPRPD. 

Bagian Kedua 
Perhitungan dan Penetapan 

Pasal 13 

1) Tata cara perhitungan dan penetapan adalah cara 

perhitungan dan penetapan pajak terhutang yang 

dilakukan oleh Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan 

Penetapan PBB dan BPHTB. Tata cara ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengurangi resiko kesalahan 

perhitungan yang dilakukan oleh Wajib Pajak secara 

mandiri. 

2) Besarnya pokok pajak terutang dihitung dengan cara 

mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 8 dengan dasar pengenaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat ( 1 )  setelah dikurangi 

dengan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak 

(NPOPTKP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 

( 1) a tau ayat (2). 

3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

kemudian ditetapkan dalam SKPD sebagaimana 

tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini. 

Bagian Ketiga 
Pembayaran BPHTB 

Pasal 14 
1) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang 
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dengan menggunakan SSPD BPHTB dan STS yang 

dikeluarkan oleh Bendahara Penerimaan. 

2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

dilakukan oleh Wajib Pajak melalui Bendahara 

Penerimaan dan/atau Bank yang ditunjuk. 

3) Tata cara pembayaran BPHTB oleh Wajib Pajak adalah 

sebagaimana tercantum dalam lampiran IV Peraturan 

Bupati ini. 

4) Bukti pembayaran BPHTB dapat berupa Tanda Bukti 

Penerimaan dan Slip Setoran Bank. 

5) Bukti pembayaran BPHTB dapat juga menggunakan 

Struk ATM (Automatic Teller Machine) yang disamakan 

dengan Slip Setoran Bank atau bukti lunas 

pembayaran lainnya yang sah. 

Pasal 15 
1) Sistem pembayaran BPHTB dapat dilakukan secara 

online (daring) sesuai dengan perkembangan/narasi 

sistem pembayaran BPHTB. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pembayaran 

BPHTB online (daring) sebagaimana dimaksud ayat ( 1 )  

ditetapkan dalam keputusan Bupati atau berdasarkan 

MoU dan/atau Perjanjian Kerja Sama antara Bupati 

Sekadau dan/atau BPRPD dengan pihak ketiga sesuai 

ketentuan perundang-undangan. 

Bagian Keempat 
Pelaporan BPHTB 

Pasal 16 
1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan oleh Bidang 

Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan 

BPRPD. 

2) Pelaporan BPHTB bertujuan untuk memberikan 

informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai 

bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). 

3) Pelaporan BPHTB melaksanakan penghimpunan data 

BPHTB yang digunakan untuk rekonsiliasi data. 
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Pasal 17 
1) Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan 

Pelaporan BPRPD menyiapkan Laporan BPHTB 

berdasarkan dokumen-dokumen dari Bank dan/atau 

Bendahara Penerimaan BPRPD dan/atau Kasubbid 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBS dan BPHTB 

dan/atau PPAT dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang. 

2) Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan 

Pelaporan BPRPD menenma laporan penerimaan 

BPHTB dari Bank dan/atau Tempat Lain yang Ditunjuk 

dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau Kasubbid 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBS dan BPHTB 

paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

3) Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan 

Pelaporan BPRPD menerima Japoran pembuatan akta 

Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari 

PPAT dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang paling 

lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya. 

4) Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan 

Pelaporan BPRPD melaksanakan rekonsiliasi data 

BPHTB antara BPRPD dengan PPAT/Notaris dan Kantor 

Pertanahan minimal dilaksanakan 3 bulan sekali. 

SJ Laporan Penerimaan BPHTB sebagaimana dimaksud 

dalam ayat ( 1 )  tercantum dalam Lampiran V Peraturan 

Bupati ini. 

Bagian Kelima 
Tata Cara Penagihan BPHTB 

Pasal 18 
1) Tata cara penagihan dilakukan untuk menagih BPHTB 

terutang yang belum atau kurang dibayar oleh Wajib 

Pajak yang dilaksanakan oleh Kasubbid Penagihan PBS, 

BPHTB dan Piutang. 

2) Tata cara penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 )  dilaksanakan melalui penetapan STPD dan/atau 

SKPDKB dan/atau SKPDKBT. 
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3) STPD dan/atau SKPDKB dan/atau SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diikuti 

dengan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa jika 

diperlukan. 

Bagian Keenam 
Tata Cara Pengurangan BPHTB 

Pasal 19 

1) Untuk keperluan investasi dan/atau dalam hal-hal 

tertentu objek pajak, Bupati dapat memberikan 

pengurangan pajak terutang BPHTB. 

2) Pengurangan pajak terutang BPHTB sebagaimana 

dimaksud dalam ayat ( 1 )  dilaksanakan pada : 

a. Wajib Pajak memperoleh hak atas tanah dan atau 

bangunan karena waris/ hibah wasiat/ pemberian 

hak pengelolaan diberikan pengurangan sebesar 

50% (lima puluh persen). 

b. Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada 

hubungannya dengan Objek Pajak yaitu: 

1 .  WP orang pribadi yang memperoleh hak baru 

melalui program pemerintah di bi dang 

pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan 

secara ekonomis diberikan pengurangan 

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); 

2. WP orang pribadi yang memperoleh hak baru 

melalui program pemerintah dibidang 

perumahan dan tidak mempunyai kemampuan 

secara ekonomis diberikan pengurangan 

sebesar 75% (tujuh puluh lima persen); 

3. WP Badan yang memperoleh hak baru selain 

HPL dan telah menguasai tanah dan atau 

bangunan secara fisik lebih dari 20 tahun yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan WP dan 

keterangan dari pejabat seternpat, diberikan 

pengurangan sebesar 50% (lima puluh persen); 

4. WP orang pribadi menerima hibah dari orang 

pribadi yang mempunyai hubungan keluarga 
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sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat keatas atau satu derajat ke bawah 

diberikan pengurangan sebesar 50°/o (lima 

puluh persen); 

5. WP orang pribadi yang memperoleh hak atas 

tanah atau bangunan Rumah Sederhana (RS) 

dan Rumah Susun Sederhana (RSS) serta 

Rumah Susun Sangat Sederhana (RS3) yang 

diperoleh langsung dari pengembang dan 

dibayar secara angsuran diberikan 

pengurangan sebesar 25°/o (dua puluh persen); 

c. Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sebab 

sebab tertentu yaitu: 

1 .  WP yang domisilinya termasuk dalam wilayah 

program rehabilitasi dan rekonstruksi yang 

memperoleh hak atas tanah dan atau 

bangunan melalui 

dibidang pertanahan 

program pemerintah 

diberikan pengurangan 

sebesar l 00% (seratus persen); 

2. WP Badan Korps Pegawai Republik Indonesia 

(KORPRI) yang memperoleh hak atas tanah dan 

atau bangunan dalam rangka pengadaan 

perumahan bagi anggota KORPR!/PNS 

diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus 

persen); 

3. WP orang pribadi Veteran, PNS, TNJ, 

Pensiunan PNS, Pumawirawan 

Pumawirawan POLRI, atau janda/duda-nya 

yang memperoleh hak atas tanah dan atau 

bangunan rumah dinas pemerintah diberikan 

pengurangan sebesar 75°/o (tujuh puluh lima 

persen); 

POLRJ, 

TN!, 
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4. WP Sadan yang terkena dampak krisis 

ekonomi dan moneter yang berdampak Iuas 

pada kehidupan perekonomian nasional 

sehingga WP harus melakukan restrukturisasi 

usaha dan atau utang sesuai dengan kebijakan 

Pemerintah diberikan pengurangan sebesar 

75°/o (tujuh puluh lima persen); 

5. WP yang memperoleh hak atas tanah melalui 

pembelian dari hasil ganti rugi pemerintah 

yang nilai ganti ruginya dibawah Nilai Jual 

Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan 

diberikan pengurangan sebesar 50o/o (lima 

puluh persen); 

6. WP yang memperoleh hak atas tanah sebagai 

pengganti atas tanah yang dibebaskan oleh 

pemerintah untuk kepentingan um um 

diberikan pengurangan sebesar 50°/o (lima 

puluh persen); 

7. WP yang memperoleh hak atas tanah dan/atau 

bangunan yang tidak berfungsi lagi seperti 

semula disebabkan bencana alam atau sebab 

sebab lainnya seperti: kebakaran, banjir, tanah 

longsor, gempa bumi, gunung meletus, dan 

huru hara yang terjadi dalam jangka waktu 

paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

penandatanganan akta diberikan pengurangan 

sebesar 50% (lima puluh persen); 

8. WP badan anak perusahaan dari perusahaan 

asuransi dan reasuransi yang memperoleh hak 

atas tanah dan atau bangunan yang berasal 

dari perusahaan induknya selaku pemegang 

saham tunggal sebagai kelanjutan dari 

pelaksanaan Keputusan Menteri Keuangan 

tentang Kesehatan keuangan Perusahaan 

Asuransi dan Perusahaan Reasuransi 

diberikan pengurangan sebesar 50% (lima 



23 

puluh persen); 

d. Tanah dan/atau bangunan digunakan untuk 

kepentingan sosial atau pendidikan yang semata 

mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain 

untuk rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, 

rumah yatim piatu, sekolah yang ditujukan untuk 

tidak mencari keuntungan, rumah sakit swasta 

milik institusi pelayanan sosial masyarakat 

diberikan pengurangan sebesar 100% (seratus 

persen); 

Pasal 20 
1) Pengurangan BPHTB diajukan oleh Wajib Pajak dan 

disampaikan kepada Fungsi Pelayanan BPRPD untuk 

diteliti. 

2) Pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam 

ayat ( 1 )  dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. 

BAB VJ 

Saat BPHTB Terutang 

dan dibuat tanggal 

Pasal 2 1  
1) Saat terutang BPHTB ditetapkan untuk: 

a. jual beli adalah sejak tanggal di buat dan 

ditandatangani akta; 

b. tukar menukar adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta; 

c. hibah adalah sejak 

ditandatangani akta; 

d. hibah wasiat adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta; 

e. waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan 

mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang 

pertanahan; 

f. pemasukan dalam perseroan atau Sadan hokum 

lainnya adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta; 

g. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan 
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penunjukan tanggal 

adalah sejak tanggal dibuat dan ditandatangani 

akta; 

h.  putusan hakim adalah sejak tanggal putusan 

pengadilan yang memiliki kekuatan hukum yang 

tetap; 

1. pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan 

dari pelepasan hak adalah sejak tanggal 

diterbitkannya surat keputusan pemberian hak; 

J. pemberian hak baru diluar pelepasan hak adalah 

sejak tanggal diterbitkannya surat keputusan 

pemberian hak; 

k. penggabungan usaha adalah sejak tanggal dibuat 

dan ditandatangani akta; 

I. peleburan usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta; 

m. pemekaran usaha adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta; 

n. hadiah adalah sejak tanggal dibuat dan 

ditandatangani akta; 

o. lelang adalah sejak 

pemenangan lelang. 

2) BPHTB yang terutang harus dilunasi pada saat 

terjadinya perolehan hak sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  ke BPRPD. 

Pasal 22 
1) PPAT/Notaris hanya dapat menandatangani akta 

pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran 

pajak berupa SSPD, sesuai ketentuan Pasal 85 ayat ( 1) 

Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2018 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1 

Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Daerah. 

2) Pejabat Lelang Negara hanya dapat menandatangani 

risalah lelang perolehan Hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti 

pembayaran pajak. 
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3) Kepala Kantor Pertanahan hanya dapat melakukan 

pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan 

hak atas tanah setelah Wajib Pajak melunasi BPHTB 

terutang dengan bukti lunas. 

Pasal 23 
1) Wajib Pajak menghitung memperhitungkan, 

menetapkan, dan membayar sendiri BPHTB yang 

terutang. 

2) Dalam Jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat 

terutangnya BPHTB, Bupati atau pejabat yang ditunjuk 

dapat menerbitkan : 

a. SKPDKB dalam hal apabila berdasarkan hasil 

Pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang 

terutang tidak atau kurang bayar; 

b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data 

yang semula belum terungkap yang menyebabkan 

penambahanjumlah pajak yang terutang;. 

c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama 

besarnya dengan jumlah kredit pajak tidak terutang 

dan tidak ada kredit pajak; 

d. SKPDLB dalam hal jumlah pajak yang dibayar lebih 

besar dari jumlah pajak yang terutang; dan/atau 

e. STPD jika Wajib Pajak dikenai sanksi administrasi 

berupa bunga dan/atau denda. 

3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a 

dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 

2% (dua persen) sebelum dihitung dari pajak yang 

kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 

saat terutangnya pajak. 

4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam 

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b 

dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 

sebesar 100°/o (seratus persen) dari jumlah kekurangan 

pajak tersebut. 
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5) Kenaikan sebagimana dimaksud pada ayat (4) tidak 

dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum 

dilakukan tindakan pemeriksaan. 

6) Apabila pembayaran BPHTB dilakukan di tahun 

berikutnya setelah tanggal penetapan akta jual beli, 

maka nilai perhitungan penetapan BPHTB dihitung 

berdasarkan saat terakhir BPHTB diajukan oleh wajib 

pajak. 

7) Sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dikenakan 

atas keterlambatan pembayaran BPHTB. 

8) Sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda 

dimaksud pada ayat (7) dikenakan sebesar 2% (dua 

persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau 

terlambat dibayar dalam jangka waktu paling lama 24 

(dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat 

terutangnya pajak. 

9) Format formulir SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, 

dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

selanjutnya menyesuaikan dengan aplikasi yang ada di 

e-PAD. 

Pasal 24 
1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau 

lunas. 

2) Wajib Pajak melakukan pembayaran BPHTB terutang 

dengan menggunakan STPD-BPHTB, SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD. 

3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

dilakukan Wajib Pajak melalui Kas Umum Daerah atau 

rekening penampung sementara Kas Umum Daerah 

atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati. 

4) Bank tempat penerimaan pembayaran BPHTB hanya 

memproses dan menerima setoran BPHTB dan Wajib 

Pajak atau kuasa Wajib Pajak yang menggunakan media 

setor BPHTB berupa SSPD-BPHTB yang telah diberi 

nomor urut oleh BPRPD. 
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Pasal 25 
SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan 

pembetulan, Surat Keputusan Keberatan , dan Putusan 

Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus 

dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak. 

2) Apabila Wajib Pajak belum menyelesaikan pembayaran 

sampai dengan jatuh tempo maka diterbitkan surat 

teguran atau surat peringatan atau surat lain yang 

sejenis. 

3) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak 

dilunasi dalam jangka waktu yang telah ditentukan 

dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat 

lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar 

ditagih dengan surat paksa. 

4) Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, sita dan lelang 

dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang 

undangan. 

Bab Vil 
Tata Cara Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan Atau 

Pengurangan Sanksi Administrasi 

Pasal 26 
1) SKPDKB atas permohonan Wajib Pajak atau karena 

jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat 

membetulkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD,SKPDN, atau 

SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan 

hitung dan/atau kekeliruan 

tertentu dalam peraturan 

penerapan ketentuan 

perundang-undangan 

perpajakan Daerah. 

2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat : 

a. mengurangkan a tau menghapuskan sanksi 

administratif berupa bunga, denda, kenaikan pajak 

yang terutang menurut peraturan perundang 

undangan perpajakan Daerah dalam ha! sanksi 

tersebut dikenakan bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, 

SKPDKBT, STPD, SKPDN, atau SKPDLB yang tidak 

benar; 
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c. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan 

pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak 

sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan 

d. mengurangkan ketetapan pajak terutang 

berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar 

Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak. 

3) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi atau SKPDKB, SKPDKBT dan STPD 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan ayat (2) 

harus disampaikan secara tertulis oleh Wajib Pajak 

kepada Bupati melalui BPRPD, selambat-Jambatnya 30 

(tiga puluh) hari sejak terutangnya BPHTB dengan 

memberi alasan yang jelas. 

4. Bupati atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 1 2  (dua 

belas) bulan sejak surat permohonan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (3) diterima, sudah harus 

memberikan keputusan. 

5. Apabila setelah waktu I 2 (d ua belas) bulan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati atau 

Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan keputusan 

permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan 

ketetapan, dan penghapusan atau pengurangan sanksi 

administrasi maka permohonan dianggap dikabulkan. 

Pasal 27 
1) Tata cara pemberian pengurangan BPHTB adalah: 

a. wajib pajak mengajukan surat permohonan 

pengurangan kepada Bupati melalui Sadan dalam 

bahasa Indonesia disertai dengan alasan-aklasan 

yangjelas; 

b. surat pengajuan permohonan Wajib Pajak secara 

lengkap sesuai persyaratan yang ditentukan 

diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

terhutangnya BPHTB; 

c. atas permohonan wajib pajak kemudian dilakukan 
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penelitian dan dituangkan dalarn berita acara; 

d .  penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf c 

dilakukan apabila dipandang perlu oleh Tim yang 

ditetapkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk; 

e. permohonan yang tidak memenuhi persyaratan 

tidak ditindaklanjuti untuk diproses pengurangan 

SPHTSnya; 

f. Wajib Pajak harus melakukan pembayaran pajak 

SPHTS terutang sejak diterimanya surat keputusan 

dari Bupati dan/atau Pejabat yang ditunjuk; 

g. besarnya pajak terutang sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf f adalah sebesar pajak ditarnbah 

dengan denda pajak sebesar 2% (dua persen) per 

bulan dari pokok pajak setelah mendapat 

pengurangan; 

h. denda pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

huruf g dihitung sejak dikeluarkannya surat 

Keputusan dari Sadan Pertanahan Nasional (SPN) 

sarnpai dengan tanggal surat keputusan dari Bupati 

dan/atau Pejabat yang ditunjuk; dan 

1. denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  huruf h 

adalah Wajib Pajak orang pribadi pensiunan yang 

memperoleh hak pengalihan hak atas tanah dan 

bangunan sewa-beli rumah negara. 

2) Pengurangan SPHTS sebagaimana dimaksud dalarn 

Pasal 18  ayat ( l )  huruf a adalah dalarn hal : 

a. kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya 

dengan objek pajak yaitu : 

1 .  Wajib Pajak orang oribadi yang memperoleh hak 

baru melalui program pemerintah dan/atau 

pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah 

Daerah di bidang pertanahan dan/atau relokasi 

karena bencana alarn di bidang pertanahan dan 

tidak mempunyai kemampuan secara ekonomis; 

2 .  Wajib Pajak Sadan yang memperoleh hak baru 

selain hak pengelolaan dan telah menguasai 
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tanah dan/atau Bangunan secara fisik lebih dari 

20 (dua puluh) tahun secara terus menerus yang 

dibuktikan dengan surat pernyataan Wajib Pajak 

dan surat keterangan dari Kepala desa seternpat; 

3. Wajib Pajak orang pribadi yang mernperoleh Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan rurnah 

sederhana atau rurnah sangat sederhana yang 

diperoleh langsung dari pengembang dan dibayar 

secara angsuran; dan 

4. Wajib Pajak orang pribadi yang rnenerima hibah 

dari orang pribadi yang rnernpunyai hubungan 

keluarga sedarah dalam garis keturunan Jurus 

satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah. 

b. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan 

sebab-sebab tertentu yaitu : 

1 .  Wajib Pajak rnernperoleh hak atas tanah rnelalui 

pembelian dari hasil ganti rugi pernerintah 

dan/atau pernerintah provmsi dan/atau 

Pemerintah Daerah yang nilai ganti ruginya 

dibawah Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) paling 

lama 3 (tiga) bulan setelah uang ganti rugi 

diterima/ diperoleh; 

2 .  Wajib Pajak Badan yang terkena dampak krisis 

ekonomi dan moneter yang berdampak luas pada 

kehisupan perekonomian nasional sehingga 

Wajib Pajak harus rnelakukan restrukturasi 

usaha dan/atau utang usaha sesuai dengan 

kebijakan pemerintah; 

3. Wajib Pajak Badan usaha milik daerah yang 

melakukan penggabungan usaha (merger) atau 

peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa 

terlebih dahulu rnengadakan likuidasi dan telah 

memperoleh keputusan persetujuan penggunaan 

nilai buku dalarn rangka penggabungan atau 

peleburan usaha dari Bupati; 

4. Wajib Pajak yang mernperoleh hak atas Tanah 
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dan/atau Bangunan yang tidak berfungsi lagi 

seperti semula disebabkan bencana alam seperti 

banjir, tanah longsor, gempa bumi, gunung 

meletus atau sebab-sebab lainnya seperti 

kebakaran atau huru hara yang terjadi dalam 

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak 

penandatanganan akta; 

5. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai 

veteran, Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan I dan 

II, Tentara Nasional Indonesia (TN!) dengan 

pangkat Tamtama, bintara dan perwira pertama, 

pensiunan PNS, purnawirawan TNJ/POLRJ atau 

janda/dudanya yang memperoleh Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas 

Pemerintah atau Pemerintah Provinsi atau 

Pemerintah Daerah; 

6. Wajib Pajak orang rpibadi dengan status sebagai 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) golongan lll, Tentara 

Nasional Jndonesia (TNI) dengan pangkat Perwira 

Menengah, Polisi Republik Indonesia (POLRI) 

dengan pangkat perwira menengah yang 

memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

rumah dinas pemerintah atau Pemerintah 

Provinsi atau Pemerintah Daerah; 

7. Wajib Pajak orang pribadi dengan status sebagai 

Pegawai Negeri SipiJ (PNS) golongan IV, Tentara 

Nasional Indonesia (TN!) dengan pangkat perwira 

tinggi, Polisi Republik Indonesia (POLRI) dengan 

pangkat perwira tinggi yang memperoleh Hak 

atas Tanah dan/atau Bangunan rumah dinas 

pemerintah atau pemerintah provinsi atau 

Pemerintah Daerah; 

8. Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik 

Indonesia (KORPRI) yang memperoleh Hak atas 

Tanah dan/atau Banguan 

pengadaan perumahan bagi 

dalam rangka 

anggota Korps 
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Pegawai Republik Indonesia (KORPRl); 

9. Wajib Pajak Badan anak perusahaan dari 

perusahaan asuransi dan reaauransi yang 

memperoleh Hak atas Tarrah dan/atau Bangunan 

yang berasal dari perusahaan induknya selaku 

pemegang saham tunggal sebagai kelanjutan 

dari pelaksanaan keputusan menteri keuangan 

tentang kesehatan keuangan perusahaaan 

asuransi dan perusahaan reasuransi; dan 

10. Wajib Pajak yang domisilinyatermasuk dalam 

wilayah program rehabilitasi dan rekonstruksi 

yang memperoleh hak atas Tanah dan/atau 

Bangunan melaluio program pemerintah 

dan/atau pemerintah provinsi dan/atau 

Pemerintah Daerah di Bidang Pertanahan. 

c. Tarrah dan/atau Bangunan yang digunakan untuk 

kepentingan sosial atau pendidikan yang tidak 

untuk mencari keuntungan antara lain untuk panti 

asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu, sekolah 

yang tidak ditujukan mencari keutungan, dan 

rumahs akit swasta milik instansi pelayanan sosial 

masyarakat. 

3) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 1 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan; 

b. fotokopi keputusan pemerintah dan/atau 

pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah 

mengenai relokasi bencana; 

c. surat keterangan tuidak mampu dari kepala desa 

setempat; dan 

d . dokumen lainnya yang diperlukan. 

4) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 2 
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diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan penanggungjawab 

Bad an; 

b. fotokopi susunan pengurus; 

c. surat pernyataan Wajib Pajak Sadan; 

d. surat keterangan penguasaan fisik dari kepala desa 

setempat; 

e. fotokopi SPPT PBS dan bukti pembayaran PBS 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan 

dokumen lainnya yang diperlukan. 

5) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a angka 3 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan; 

b. fotokopi keputusan menteri perumahan rakyat 

mengenai klarifikasi rumah dan/atau Bangunan ke 

dalam rumah sederhana serta rumah sangat 

sederhana; 

c. fotokopi akta perikatan jual beli; 

d. fotokopi akad kredit; 

e. fotokopi SPPT PBS dan bukti pembayaran PBS 

tahun terakhir; dan dokumen lainnya yang 

diperlukan. 

6) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dirnaksud pada ayat (2) huruf a angka 4 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan; 

b. fotokopi akta kelahiran; 

c. fotokopi akta hibah; 

d. fotokopi SPPT PBS dan bukti pembayaran PBS 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan 

e. dokumen lainnya yang diperlukan. 

7) Permohonan pengurangan BPHTB sebagairnana 

dimaksud pada ayat (1)  dengan kondisi Wajib Pajak 



34 

dan perusahaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan; 

b. fotokopi SPPT PBB atas Tanah dan/atau Bangunan 

yang akan dibeli; 

c. fotokopi bukti penerimaan ganti rugi; 

d. dokumen lainnya yang diperlukan. 

8) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 2 

diajukan dengan melampirkan: 

a. fotokopi akta pendirian 

dan perusahaan 

perubahannya; 

b. fotokopi susunan pengurus; 

c. pernyataan krisis ekonomi dan moneter dari 

pemerintah; 

d. kebijakan Pemerintah mengenai restrukturisasi 

usaha dan/atau utang usaha; 

e. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun 

terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; 

f. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; 

g. fotokopi SPT PPH Badan 3 (tiga) tahun terakhir; 

h. surat keterangan bebas fiskal; dan 

i. dokumen lainnya yang diperlukan. 

9) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 

diajukan dengan melampirkan: 

a. fotokopi akta pendirian 

perubahannya; 

b. fotokopi susunan pengurus baru; 

c. keputusan persetujuan penggunaan nilai buku 

dalam rangka penggabungan atau peleburan usaha 

dari pejabat kementerian keuangan; 

d. kebijakan Pemerintah mengenai restrukturisasi 
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usaha dan/atau utang usaha; 

e. laporan keuangan perusahaan 3 (tiga) tahun 

terakhir yang telah diaudit oleh auditor independen; 

J .  fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; 

k. fotokopi SPT PPH Sadan 3 (tiga) tahun terakhir; 

I. surat keterangan bebas fiskal; dan 

f. dokumen lainnya yang diperlukan. 

10) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 4 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan; 

b. fotokopi Keputusan Bupati mengenai bencana; 

c. surat keterangan mengenai tidak berfungsinya lagi 

tanah dan/atau bangunan yang terkena bencana 

alam atau sebab-sebab lainnya dari instansi yang 

berwenang; 

d. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan 

e. dokumen lainnya yang diperlukan. 

1 1 )  Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 5, 

ayat (2) huruf b angka 6, dan ayat (2) huruf b angka 7 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan; 

b. fotokopi dokumen kepegawaian (khusus bagi PNS, 

TN!, POLRI); 

c. fotokopi surat keputusan pensiun (khusus bagi 

pensiunan PNS, TN!, POLR!); 

d. fotokopi surat bukti/keterangan sebagai veteran 

yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang 

(khusus bagi veteran); 

e. fotokopi surat penetapan pembelian rumah dinas; 

f. fotokopi bukti lunas pembelian rumah dinas; 
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g. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB 

selama 5 (Jima) tahun terakhir berturut-turut; 

h. dokumen lainnya yang diperlukan. 

12) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1)  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 8 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi akta pendirian/penetapan lembaga KORPRJ; 

b. fotokopi dokumen kepengurusan KORPRI; 

c. fotokopi izin peruntukan penggunaan tanah; 

d. surat pernyataan mengenai pengadaan tanah untuk 

perumahan bagi anggota KORPRI dari dewan 

pengurus KORPRI; 

e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; dan 

dokumen lainnya yang diperlukan. 

13) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 9 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi akta pendirian; 

b. fotokopi akta pendirian anak perusahaan; 

c. fotokopi susunan pengurus; 

d. keputusan Menteri Keuangan tentang kesehatan 

keuangan perusahaan asuransi dan perusahaan 

reansuransi yang bersangkutan; 

e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; 

f. fotokopi SPT PPH Badan 3 (tiga) tahun terakhir; 

g. surat keterangan bebas fiskal; dan 

h. dokumen lainnya yang diperlukan. 

14) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 10 

diajukan dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan; 
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b. penetapan wilayah yang terkena rehabilitasi dan 

rekonstruksi dari pemerintah dan/atau pemerintah 

provinsi dan/atau pemerintah daerah; 

c. penetapan program pemerintah dan/atau 

pemerintah provinsi dan/atau pemerintah daerah di 

bidang pertanahan terkait dengan program 

rehabilitasi dan rekonstruksi; dan 

d.  dokumen lainnya yang diperlukan. 

15) Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  dengan kondisi Wajib Pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diajukan 

dengan melampirkan : 

a. fotokopi dokumen kependudukan penanggungjawab 

lembaga/yayasan; 

b. fotokopi akta pendirian lembaga/yayasan; 

c. fotokopi susunan pengurus lembaga/yayasan; 

d. administrasi pembukuan atau laporan keuangan 

lembaga/yayasan; 

e. fotokopi SPPT PBB dan bukti pembayaran PBB 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; 

f. fotokopi SPT PPH Badan 3 (tiga) tahun terakhir; 

g. surat keterangan bebas fiskal; dan dokumen lainnya 

yang diperlukan. 

16) Format formulir permohonan pengurangan BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, 

tercantum dalam lampiran VJ yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Pasal 28 
1) Besamya pengurangan BPHTB ditetapkan sebagai 

berikut: 

a. sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pajak yang 

terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 3 dan Pasal 

27 ayat (2) huruf b angka 7; 

b. sebesar 50% (lima puluh persen) dari pajak yang 

terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 2, Pasal 27 

ayat (2) huruf a angka 4, Pasal 27 ayat (2) huruf b 

angka 1 ,  Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 3,Pasal 27 

ayat (2) huruf b angka 6, Pasal 27 ayat (2) huruf b 

angka 8, Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 9, dan 

Pasal 27 ayat (2) huruf c; 

c. Sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari pajak 

yang teutang untuk Wajib Pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a angka 1 

dan Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 5; dan/atau 

d. Sebesar 100% (seratus persen) dari pajak yang 

terutang untuk Wajib Pajak sebagaimana dimaksud 

dala Pasal 27 ayat (2) huruf b angka 4 dan Pasal 27 

ayat (2) hurufb angka 10 .  

2) Penyelesaian permohonan pengurangan dapat melalui 

penelitian yang dituangkan dalam berita acara; 

3) Format keputusan pengurangan BPHTB, tercantum 

dalam Lampiran VI huruf D yang merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB VIII 
Tata Cara Pengajuan Keberatan dan Banding 

Pasal 29 
1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan kepada 

Bupati atau Pejabat yang ditunjuk, atas: 

a. SPTPD-BPHTB; 

b. SKPDKB; 

c. SKPDKBT; 

d. SKPDLB; 

e. SKPDN; dan 

f. STPD. 

2) Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau 

isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah 

yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib 

Pajak atau penanggung pajak. 
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Pasal 30 
Permohonan keberatan yang diajukan Wajib Pajak harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut : 

a. Permohonan diajukan secara tertulis dalam bahasa 

Indonesia kepada Bupati melalui BPRPD dengan disertai 

alasan-alasan yang tidak jelas berupa data atau bukti 

bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak yang 

lebih bayar yang ditetapkan tidak benar; 

b. Surat permohonan keberatan ditandatangani oleh Wajib 

Pajak dan dalam hal permohonan keberatan dikuasakan 

kepada pihak lain harus dengan melampirkan surat 

kuasa; 

c. Surat permohonan keberatan diajukan untuk satu surat 

ketetapan pajak dan untuk Satu Tahun Pajak atau 

masa pajak dengan melampirkan fotokopinya; 

d. Permohonan keberatan harus diajukan dalam jangka 

waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Surat Ketetapan 

Pajak diterima oleh Wajib Pajak dapat diterima oleh 

Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat 

menunjukkan bahwa jangka waktu terse but tidak dapat 

dipenuhi karena keadaaan diluar kekuasaannya; 

e. Tanggal penerimaan surat permohonan keberatan yang 

diajdikan dasar untuk memproses keberatan adalah 

tanggal terima surat permohonan keberatan yang 

disampaikan langsung oleh Wajib Pajak atau kuasanya 

kepada BPRPD; 

f. Apabila surat permohonan keberatan dikirimkan 

melalui PT. Pos Indonesia atau jasa pengmman 

dokumen lainnya, tanggal penenmaan surat 

permohonan keberatan yang dijadikan dasar untuk 

memproses keberatan adalah tanggal terima surat 

permohonan keberatan yang diterima oleh BPRPD; 

g. Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban 

membayar Pajak yang terutang dan pelaksanaan 

penagihannya; dan 
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Pasal 31  
1) Pengajuan keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, tidak dianggap 

sebagai pengajuan keberatan sehingga tidak dapat 

dipertimbangkan. 

2) Dala ha! pengajuan keberatan yang belum memenuhi 

persyaratan tetapi masih dalam jangka waktu 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf e, Kepala 

BPRPD dapat meminta Wajib Pajak untuk melengkapi 

persyaratan tersebut. 

Pasal 32 
1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak tanggal surat 

keberatan diterima, wajib memberi keputusan atas 

keberatan yang diajukan. 

2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dapat berupa 

menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau 

menambah besarnya pajak yang terutang. 

3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1)  telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk 

tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang 

diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

4) Penyelesaian permohonan keberatan dapat melalui 

penelitian yang dituangkan dalam berita acara. 

tidak yang 

Pasal 33 
1) Dalam hal permohonan keberatan memerlukan 

pemeriksaan lapangan, maka Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk melakukan pemeriksaan lapangan dan 

hasilnya dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan 

keberatan penetapan pajak daerah. 

2) Terhadap permohonan keberatan 

memerlukan pemeriksaan lapangan, Bupati atau Pejabat 

yang ditunjuk menugaskan Pejabat untuk menyusun 

masukan dan pertimbangan atas keberatan Wajib Pajak 

dan hasilnya dituangkan dalam laporan hasil 
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pemeriksaan keberatan penetapan pajak daerah. 

Pasal 34 
1 )  Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan keberatan 

penetapan Pajak Daerah atau laporan pembahasan 

keberatan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

33, Bupati menugaskan Kepala Badan atau Pejabat 

yang ditunjuk untuk membuat telaahan atas keberatan 

pajak. 

2) Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana 

dimaksud pada ayat ( 1 )  melporkan hasil telaahan 

keberatan pajak dan rekapitulasinya kepada Bupati. 

Bagian Kedua 
Tata Cara Pengajuan Banding 

Pasal 35 

1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding 

hanya kepada pengadilan pajak terhadap keputusan 

mengenai keberatan pajak yang ditetapkan oleh Bupati 

atau Pejabat yang ditunjuk. 

2) Permohonan Banding sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 )  diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, 

dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) 

bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari 

keputusan keberatan tersebut. 

3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan 

kewajiban membayar pajak sampai dengan I (satu) 

bulan sejak tanggal penerbitan Putusan banding. 

Pasal 36 
1) Jika pengajuan keberatan atau permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan 

pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah 

imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk 

paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. 

2) Imbalan bunga sebagimana dimaksud pada ayat (1)  

dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan 

diterbitkan SKPDLB. 
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3) Dalam ha! keberatan Wajib Pajak ditolak atau 

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh 

persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan 

keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar 

sebelum mengajukan keberatan. 

4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan 

banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 

50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) tidak dikenakan. 

5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau 

dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi 

administratif berupa denda sebesar 100% (seratus 

persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan 

Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah 

dibayar sebelum mengajukan keberatan. 

Bab IX 
Pelaporan dan Pemeriksaan 

Pasal 37 
1 )  PPAT/Notaris, Kepala Kantor Pertanahan dan Kepala 

kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib 

melaporkan pembuatan akta tanah atau risalah lelang 

perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada 

BPRPD paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan 

berikutnya. 

2) Berdasarkan laporan sebagimana pad a ayat ( l )  

selanjutnya dibuat laporan BPHTB yang berisi informasi 

tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai bagian 

dari pendapatan asli daerah. 

3) Tata cara pelaporan meliputi proses pelaporan yang 

dilakukan oleh PPAT/Notaris/PPATS dan kepala kantor 

yang membidangi pelayanan lelang negara dalam 

pembuatan akta atau risalah 1elang perolehan Hak atas 

Tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati melalui 

Sadan. 

4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  untuk 
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penyederhanaan administrasi perpajakan sehingga 

dapat digunakan untuk kepentingan : 

a. BPHTB; dan 

b. Data awal adanya perubahan data yuridis dan/atau 

berikut data fisik atas tanah atau hak milik atas 

satuan rumah susun. 

5) Format Japoran sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  

adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V 

Peraturan Bupati ini. 

6) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  meliputi 

semua perbuatan hukum mengenai pembuatan akta 

perolehan/pengalihan/pembebanan Hak atas Tanah 

dan/atau Bangunan atau Hak milik atas satuan rumah 

susun. 

7) Laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  juga 

melampirkan fotokopi 

NlHJL. 

8) Dalam ha] melaporkan pembuatan akta pemberian hak 

tanggungan, maka nilai tanggungan tidak dilaporkan. 

9) Apabila dalam 1 (satu) bulan tidak ada akta yang 

dibuat, PPAT /Notaris dan kepala kantor yang 

membidangi pelayanan lelang negara tetap membuat 

dan menyampaikan laporan dengan keterangan NIHIL. 

10) Apabila laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  

tidak disampaikan kepada Bupati melalui BPRPD, maka 

SSPD-BPHTB dengan nilai 

BPRPD memberikan surat teguran kepada 

PPAT/Notaris dan kepala kantor yang membidangi 

pelayanan lelang negara. 

1 1 )  Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (10) 

adalah sebagaimana tercantum dalam LampiranVI 

huruf C Peraturan Bupati ini. 

Pasal38 
1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang 

melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan 

pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dalam rangka 

melaksanakan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku. 

2) Wajib Pajak yang diperiksa sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1 )  wajib: 

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau 

catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen 

lain yang berhubungan dengan objek yang diperiksa; 

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat 

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi 

bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan 

memberikan keterangan yang diperlukan. 

3) Apabila dalam mengungkapkan pembukuan, 

pencatatan atau dokumen serta keterangan yang 

diminta, Wajib Pajak yang terkait oleh suatu kewajiban 

untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 

merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk 

keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) .  

Pasa\39 
1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 

ayat ( 1 )  dalam bentuk: 

a. pemeriksaan lengkap; dan 

b. pemeriksaan sederhana. 

2) Pemeriksaan lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat 

( 1) huruf a, dilakukan di tempat domisili atau di Kantor 

Wajib Pajak yang diperiksa, meliputi seluruh transaksi 

BPHTB untuk tahun berjalan dan/atau tahun-tahun 

sebelumnya yang dilakukan dengan menerapkan teknis 

Pemeriksaan yang pada umumnya lazim digunakan 

dalam Pemeriksaan. 

3) Pemeriksaan sederhana sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1 )  huruf b dapat dilakukan: 

a. di lapangan, meliputi seluruh tran.saksi BPHTB untuk 

tahun berjalan dan/atau tahun-tahun sebelumnya 

dengan menerapkan teknik pemeriksaan dengan 

bobot yang sederhana; dan/atau 

b. di BPRPD, meliputi Transaksi BPHTB tertentu untuk 

tahun berjalan dengan menerapkan teknik 
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Pemeriksaan dengan bobot yang sederhana. 

Pasal 40 
1) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 

ayat (1 )  dilakukan dengan berpedoman pada norma 

Pemeriksaan, yang memuat batasan terhadap 

pemeriksa dan Wajib Pajak yang diperiksa. 

2) Hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1 ) ,  dituangkan dalam laporan hasil Pemeriksaan. 

3) Terhadap temuan hasil Pemeriksaan yang sebagian atau 

seluruhnya tidak disetujui oleh Wajib Pajak yang 

diperiksa, dilakukan pembahasan akhir hasil 

Pemeriksaan. 

4) Hasil pembahasan akhir terhadap hasil Pemeriksaan, 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuatkan berita 

acara yang ditandatangani oleh Petugas Pemeriksa dan 

Wajib Pajak yang diperiksa. 

Pasal 41 
Norma Pemeriksaan, pedoman laporan Pemeriksaan dan tata 

cara Pemeriksaan untuk BPHTB berpedoman pada peraturan 

perundang-undangan yang berlaku 

Pasal 42 
Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan tindakan 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku, apabila : 

a. Wajib Pajak yang diperiksa tidak memenuhi kewajiban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2); atau 

b. Wajib Pajak yang diperiksa memperlihatkan pembukuan, 

pencatatan atau dokumen lain yang palsu atau 

dipalsukan. 

Pasal 43 
1) Atas kelebihan pembayaran pajak, Wajib Pajak dapat 

mengajukan permohonan pemngembalian kepada 

Bupati atau melalui BPRPD dengan dilampiri 

kelengkapan persyaratan dalam jangka waktu paling 

lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal pelunasan BPHTB. 

2) Jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sebagaimana 
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dimaksud pada ayat ( 1 )  dihitung berdasarkan tanggal 

diterimanya surat pengajuan permohonan oleh Bupati 

atau BPRPD. 

3) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1 )  adalah dalam 

hal: 

a. pajak yang dibayar lebih besar dari pajak terhutang 

yang meliputi: 

1 .  permohonan pengurangan dikabulkan; 

2. permohonan keberatan dikabulkan; 

3. permohonan banding dikabulkan; dan/atau 

4. salah memperhitungkan BPHTB terutang. 

b. Dilakukan pembayaran BPHTB yang tidak 

seharusnya terutang; dan/atau 

c. Pajak yang terutang yang dibayarkan oleh Wajib 

Pajak sebelum akta ditandatangani, namun 

perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan 

tersebut batal. 

4) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran 

pajak sebagimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 

memberikan keputusan. 

5) Apabilajangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(4) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 

keputusan, maka permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB 

harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) 

bulan. 

6) Atas permohonan pengembalian pembayaran BPHTB 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  kemudian 

dilakukan penelitian administrasi dan penelitian 

lapangan dan dituangkan dalam berita acara. 

7) Penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat 

(6) dilakukan apabila dipandang perlu oleh Tim yang 

ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk. 
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8) Tata cara pengajuan perrnohonan pengembalian 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  adalah: 

a. Wajib Pajak pribadi (umum) : 

Pengajuan surat perrnohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau 

BPRPD dalam Bahasa Indonesia disertai dengan 

alasan-alasan yang jelas dan dilampiri dengan : 

1 .  fotokopi Kartu Tanda Penduduk Wajib Pajak; 

2. fotokopi NPWP atau surat keterangan tidak 

mempunyai NPWP; 

3. fotokopi Kartu Keluarga; 

4. surat perrnohonan pengernbalian bermaterai Rp 

6.000,00 (enam ribu rupiah) dan/atau dalam ha! 

permohonan keberatan dikuasakan kepada pihak 

lain harus dengan melampirkan surat kuasa; 

5. fotokopi akta jual-beli/sertifikat (kecuali batal 

transaksi), bukti pembayaran pajak BPHTB dari 

Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk 

oleh Bupati; 

6. alasan pembatalan Transaksi yang 

ditandatangani oleh kedua belah pihak dan 

diketahui oleh Notaris (khusus batal Transaksi); 

7. fotokopi lunas PBB 5 (lima) tahun terakhir; dan 

8. SSPD-BPHTB yang sudah divalidasi. 

b. Wajib Pajak Sadan 

pengajuan surat permohonan pengembalian 

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupati atau 

Badan dalam Bahasa Indonesia disertai dengan 

alasan-alasan yangjelas dan dilampiri dengan: 

1 .  fotokopi akta pendirian perusahaan dan 

perubahannya; 

2 .  fotokopi susunan pengurus; 

3. surat permohonan bermaterai Rp 6.000,00 (enam 

ribu rupiah); 

4. surat kuasa jika dikuasakan dengan bermaterai 

Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah); 
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5. fotokopi SPPT PBS dan bukti pembayaran PBS 

selama 5 (lima) tahun terakhir berturut-turut; 

6. fotokopi akta jual-beli/sertifikat (kecuali batal 

transaksi), bukti pembayaran pajak BPHTB dari 

Bank atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk 

oleh Bupati; 

7. SPPD-BPHTB yang sudah di validasi; dan 

8. Keputusan persetujuan penggunaan nilai buku 

dalam rangka penggabungan atau peleburan 

usaha dari Bupati bagi Sadan Usaha Milik 

Daerah yang melakukan penggabungan usaha 

(merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) 

dengan atau tanpa terlebih dahulu mengadakan 

likuidasi). 

Pasal44 
1) Atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

34 ayat ( 1 ) ,  Bupati atau Pejabat yang ditunjuk segera 

mengadakan Penelitian dan Penelitian lapangan 

terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan 

pernenuhan kewajiban pembayaran BPHTB oleh Wajib 

Pajak. 

2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalarn jangka waktu 

paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya 

permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus memberikan 

keputusan. 

3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu 

keputusan rnaka permohonan pengembalian kelebihan 

pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB 

harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) 

bu Ian. 

4) Atas permohonan yang tidak rnemenuhi syarat 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3) dan 

setelah dilakukan permintaan data/bukti, Bupati 

rnenolak perrnohonan pengernbalian kelebihan 
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pembayaran. 

Pasal 45 
1 )  Apa bi la Wajib Pajak mempunyai utang pajak lainnya 

maka kelebihan pembayaran pajak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 35 ayat ( 1) langsung 

diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang 

pajak dimaksud. 

2) Pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dilakukan dalam 

jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB. 

3) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak 

dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak 

diterbitkannya SKPDLB, Bupati atau Pejabat yang 

ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua 

persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran 

kelebihan pajak. 

4) Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan 

dengan utang pajak lainnya, pembayarannya dilakukan 

dengan cara pemindahbukuan dan bukti 

bukti sebagai berlaku pemindahbukuan juga 

pembayarannya. 

5) Atas dasar persetujuan Wajib Pajak yang berhak atas 

kelebihan pembayaran BPHTB, kelebihan tersebut dapat 

diperhitungkan dengan pajak yang akan terutang atau 

dengan utang pajak atas nama Wajib Pajak lain. 

Pasal 46 
1) Pengembalian atas kelebihan penenmaan pendapatan 

dari setoran BPHTB tahun berjalan dilakukan dengan 

membebankan pada pendapatan yang bersangkutan. 

2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan pendapatan 

yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan 

pada belanja tidak terduga. 

3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  dan 

(2) harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah 

yaitu: 
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a. Keputusan Bupati mengenai pengembalian BPHTB; 

b. nota permohonan pencairan dari Bidang Pengelola 

PBB dan BPHTB kepada Pengguna Anggaran; dan 

c. SKPDLB. 

Pasal 47 
1) Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi 

pada tahun anggaran berjalan : 

a. Kepala bidang Pengelola PBB dan BPHTB 

mengajukan nota pencairan dana kelebihan 

penerimaan BPHTB sebagai pengurang atas rekening 

tersebut kepada Kepala BPRPD untuk mendapat 

persetujuan; 

b. berdasarkan persetujuan Kepala BPRPD, bendahara 

penerimaan membuat dan mengajukan SPP-LS 

kepada pengguna anggaran melalui PPK-SKPD; 

c. SPP-LS dimaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang 

sah dan lengkap; 

d. dalam ha! dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, 

maka pengguna anggaran menerbitkan SPM-LS; 

e. SPM-LS yang telah diterbitkan selanjutnya diajukan 

kepada kuasa BUD; 

f. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan 

kepala Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D-BPHTB; 

dan 

g. SP2D-BPHTB yang diterbitkan sebagai dasar Kas 

Umum Daerah untuk melakukan kelebihan 

pembayaran BPHTB ke rekening Wajib Pajak. 

2) Prosedur pengembalian lebih bayar BPHTB yang terjadi 

pada tahun-tahun sebelumnya: 

a. Kepala Bidang Pengelola PBB dan BPHTB 

mengajukan nota pencairan dana kelebihan 

penerimaan BPHTB untuk dibebankan pada belanja 

tidak terduga kepada PPKD untuk mendapat 

persetujuan; 

b. berdasarkan persetujuan PPKD, bendahara 

pengeluaran PPKD membuat dan mengajukan SPP- 
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LS kepada PPKD melalui PPK-SKPKD; 

c. SPP-LS dirnaksud, dilampiri dengan bukti-bukti yang 

lengkap dan sah; 

d. dalam hal dokumen SPP-LS dinyatakan lengkap, 

maka PPKD menerbitkan SPM-LS; 

e. SPM-LS yang telah diterbitkan, selanjutnya diajukan 

kepada kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D; dan 

f. Berdasarkan SP2D, Kas Umum Daerah 

melaksanakan pembayaran kelebihan BPHTB ke 

rekening Wajib Pajak. 

3) SP2D-BPHTB dan SP2D sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 1 )  dan ayat (2) dibuat dalam rangkap 6 (enam) 

dengan peruntukan sebagai berikut : 

a. Lembar ke 1 dan 2 untuk bidang penatausahaan dan 

akuntansi selaku penerbit SP2D; 

b. Lembar ke 3 untuk bendahara; 

c. Lembar ke 4 untuk untuk Bidang Pengelola PBB dan 

BPHTB; 

d. Lembar ke 5 untuk Kas Umum Daerah; dan 

e. Lembar ke 6 untuk Bank. 

BabX 
Kadaluwarsa Penagihan 

Pasal 48 
1) Hak untuk melakukan penagihan pajak kadaluwarsa 

setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun 

terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila 

Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang 

perpajakan daerah. 

2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud 

pada ayat ( 1 )  tertangguh apabila: 

a. diterbitkan surat teguran dan surat paksa; atau 

b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik 

langsung maupun tidak langsung. 

3) Dalam ha! diterbitkan surat teguran dan surat paksa 

sebagimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, 

kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal 
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penyampaian Surat Paksa tersebut. 

4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak 

dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai 

utang pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah 

Daerah. 

5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagimana 

dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari 

pengajuan permohonan angsuran atau penundaan 

pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib 

Pajak. 

Pasal 49 
1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena 

hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa 

sebagaimana dimaksud ayat ( 1 ) .  

2) Kepala Badan melakukan inventarisasi terhadap Wajib 

Pajak yang berkategori kadaluwarsa sebagimana ayat 

( 1 ) .  

3) Jnventarisasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilaporkan 

kepada Bupati. 

4) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang 

pajak yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud 

ayat (1 )  paling lama 1 (satu) bulan sejak pengajuan 

sebagaimana ayat (3). 

Bab XJ 

Sanksi Administratif 

Pasal 50 
1) PPAT/notaris/PPATS dan kepala kantor lelang negara 

yang membidangi pelayanan lelang negara, yang 

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 13 ayat ( 1) dan Pasal 13 ayat (2) dikenakan sanksi 

administratif berupa denda sebesar Rp 7.500.000,00 

(tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap 

pelanggaran. 

2) PPAT/notaris/PPATS dan kepala kantor lelang negara 

yang membidangi peJayanan JeJang negara, yang 
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melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 28 ayat ( 1 )  dikenakan sanksi Rp 250.000,00 (dua 

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap laporan. 

3) Bupati memberikan teguran secara tertulis kepada 

Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1 )  dan (2) 

untuk segera membayar kewajibannya ke Kas daerah. 

4) Kepala kantor pertanahan yang melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) 

dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang- undangan. 

5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1 )  dan ayat (2) ditagih dengan STD dan merupakan 

penerimaan Daerah yang dibayarkan ke Kas Daerah 

dengan mengggunakan STD terse but, serta 

mendapatkan bukti pembayaran yang sah dari Bank 

yang ditunjuk. 

BAB XII 
Ketentuan Penutup 

Pasal 51  
Transaksi peralihan Hak atas Tanah dan Bangunan yang 

telah dilakukan prosesnya sebelum Peraturan Bupati lni 

mulai berlaku, tetap menggunakan ketentuan sebagaimana 

diatur dalam Peraturan Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 

2 0 1 1  Ten tang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea 

Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. 

Pasal 52 
Pada Saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan 

Bupati Sekadau Nomor 19 Tahun 2011  Tentang Sistem dan 

Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan 

Bangunan (Serita Daerah Kabupaten Sekadau Tahun 201 1  

Nomor 249) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 53 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, 

memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
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penempatannya dalam berita daerah Kabupaten Sekadau. 

Ditetapkan di : Sekadau 
Pada Tanggal : 27 Mei 2019 

BUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Diundangkan di Sekadau 
Pada tanggal 27 Mei 2019 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

TTD 

ZAKARIA 

BERITA DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019 NOMOR 2 1  

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

/ 

ADIUS, SH 
Pembina (IV /a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 



PENJELASAN ATAS 

PERATURAN BUPATI SEKADAU 

NOMOR 21 TAHUN 2019 

TENT ANG 

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 

DAN BANGUNAN DI KABUPATEN SEKADAU 

I. PENJELASAN UMUM 

Dalam rangka mendukung perkembangan Otonomi Daerah yang 

nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab terhadap pembiayaan 

pelaksanaan Pemerintah dan pembangunan yang bersumber dari 

Pendapatan Asli Daerah khususnya pajak, maka peraturan yang 

menyangkut bidang pajak perlu untuk disempumakan. 

Sejalan dengan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan 

dan pelayanan kepada masyarakat serta berusaha untuk meningkatkan 

pertumbuhan perekonomian daerah, diperlukan sumber-sumber 

pendapatan asli daerah yang hasilnya semakin meningkat. Upaya 

penyediaan dana dari sumber-sumber tersebut antara lain dilakukan 

dengan peningkatan kinerja pemungutan serta penyederhanaan, 

penyempumaan dan perombakan jenis pajak sejalan dengan Undang 

Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan bahwa pemungutan BPHTB 

dilakukan berdasarkan prinsip menghitung dan membayar sendiri pajak 

terutang (self assessment system). 

Dalam melaksanakan Peraturan Daerah Nomor 0 1  Tahun 2 0 1 1  

tentang Pajak Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 4 Tahun 2 0 1 8  tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sekadau Nomor 1 

Tahun 2 0 1 1  tentang Pajak Daerah Kabupaten Sekadau, maka Pemerintah 

Kabupaten Sekadau menetapkan Peraturan Bupati Sekadau yang 

memuat ketentuan-ketentuan teknis dalam penarikan BPHTB di 

Kabupaten Sekadau. Ketentuan teknis ini diharapkan dapat menjadi 

acuan untuk pelaksanaan tugas dalam penarikan BPHTB. 

Langkah-langkah ini diharapkan akan meningkatkan efektifitas dan 

efisiensi pemungutan pajak daerah serta meningkatkan mutu dan jenis 

pelayanan kepada masyarakat, sehingga wajib pajak dapat dengan 

mudah memahami dan mematuhi kewajiban perpajakannya. Salah satu 



Pajak Daerah yang dimaksud adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan 

Bangunan yang ditetapkan dalarn Peraturan Bupati. 

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL 

Pasal 1 

Cukup Jelas 
Pasal 2 

Cukup Jelas 
Pasal 3 

Cukup Jelas 
Pasal 4 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan Jual beli merupakan suatu perbuatan 

hukum atas suatu perjanjian timbal balik, dimana pihak yang 

satu (penjual) menyerahkan hak milik atas suatu barang (bumi 

dan/atau bangunan) kepada pihak lainnya (pembeli), dan si 

pembeli membayar 

pembayaran lainnya) 

harga (berupa uang maupun alat 

yang telah disetujui bersama kepada si 

penjual, sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan Tukar menukar adalah suatu 

perbuatan hukum yang mana kedua belah pihak mengikatkan 

dirinya untuk saling mengalihkan haknya secara timbal balik 

atas suatu tanah dan/atau bangunan. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan Hibah adalah suatu persetujuan yang 

dilakukan oleh seseorang kepada pihak lain yang dilakukan 

ketika masih hidup dan pelaksanaan pembagiannya dilakukan 

pada waktu penghibah masih hid up juga. 

Hurufd 
Yang dimaksud dengan Hibah Wasiat adalah suatu penetapan 

wasiat yang khusus mengenai pemberian hak atas tanah atau 

bangunan kepada orang pribadi atau badan hukum tertentu 

yang berlaku setelah pemberi hibah wasiat meninggal dunia. 



Huruf e 

Yang dimaksud dengan Waris adalah orang yang mendapat 

harta warisan sebagai ahli waris yang masih memiliki 

hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu 

derajat ke atas atau satu derajat ke bawah. 

Huruf f 
Yang dimaksud dalam pemasukan dalam perseroan atau 

badan hukum lain adalah peralihan hak atas tanah dan/atau 

bangunan dari orang pribadi atau Sadan kepada perseroan 

terbatas atau badan hukum lain sebagai penyertaan modal 

perseroan terbatas atau badan hukum lain sebagai penyertaan 

modal perseroan terbatas atau badan hukum lain tersebut. 

Huruf g 
Yang dimaksud dengan pemisahan hak yang mengakibatkan 

peralihan adalah pemindahan sebagian hak bersama atas 

tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau Sadan 

kepada sesama pemegang hak bersama. 

Hurufh 
Yang dimaksud dengan penunjukan pembeli dalam lelang 

adalah penetapan pemenang lelang oleh Pejabat lelang 

sebagaimana yang tercantum dalam Risalah Lelang. 

Huruf i 
Yang dimaksud dengan pelaksanaan putusan hakim yang 

mempunyai kekuatan hukum tetap adalah terjadi peralihan 

hak dari orang pribadi atau badan hukum sebagai salah satu 

pihak yang ditentukan dalam keputusan hakim tersebut 

mempunyai kekuatan hukum tetap. 

Huruf j 
Yang dimaksud dengan penggabungan usaha adalah 

penggabungan dari dua Sadan Usaha atau lebih dengan cara 

tetap mempertahankan berdirinya salah satu badan usaha dan 

melikuidasi badan usaha lainnya yang menggabung tersebut. 

Hurufk 
Yang dimaksud dengan peleburan usaha adalah penggabungan 

dari dua atau lebih badan usaha dengan cara mendirikan 



badan usaha baru dan melikuidasi badan-badan usaha yang 

bergabung tersebut. 

Huruf 1 

Yang dimaksud dengan pemekaran usaha adalah pemisahan 

suatu badan usaha menjadi dua badan usaha atau Jebih 

dengan cara mendirikan badan usaha baru dan mengalihkan 

sebagian aktiva dan pasiva kepada badan usaha baru yang 

dilakukan tanpa melikuidasi badan usaha yang Jama. 

Hurufm 
Yang dimaksud dengan hadiah adalah suatu perbuatan 

hukum berupa penyerahan hak atas tanah dan/atau 

bangunan yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan 

kepada penerima hadiah. 

Hurufn 
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru karena kelanjutan 

pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada orang 

pribadi atau badan hukum dari Negara sebagai si pelepas hak 

atas tanah dan/atau bangunan. 

Huruf o 
Yang dimaksud dengan pemberian hak baru sebagai 

kelanjutan pelepasan hak adalah pemberian hak baru kepada 

oran pribadi atau badan hukum dari Negara atau dari 

pemegang hak milik sebagai si pelepas hak atas tanah 

dan/atau bangunan. 

Ayat 3) 
Huruf a 

Yang dimaksud dengan hak milik adalah hak milik turun 

temurun terkuat dan terpengaruh yang dapat dipunyai oleh 

orang pribadi atau badan-badan hukum tertentu yang 

ditetapkan oleh pemerintah. 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan hak guna usaha adalah hak untuk 

mengusahakan tanah yang dikuasai Jangsung oleh Negara 



dalam jangka waktu sebagaimana yang ditentukan oleh 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan hak guna bangunan adalah hak untuk 

mendirikan dan mempunyai bangunan - bangunan atas tanah 

yang bukan miliknya dengan jangka waktu yang ditetapkan 

dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang 

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, dan ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan hak pakai adalah hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang 

dikuasai oleh Negara atau milik orang lain, yang memberi 

wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan 

pemberiannya oleh pejabat yang berwenang rnemberikannya 

atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan 

perjanjian sewa menyewa atau perjanjian pengolahan tanah 

atau segala sesuatu sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa 

dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 

Huruf e 
- Yang dimaksud dengan Hak milik atas satuan rumah susun 

adalah hak milik atas satuan rumah susun adalah hak milik 

atas satuan rumah susun yang bersifat perseorangan dan 

terpisah meliputi hak atas tanah bersama dan/atau 

bangunan bersama yang semuanya merupakan satu 

kesatuan yang tidak terpisahkan. 

- Yang dimaksud dengan Rumah susun adalah bangunan 

gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan 

yang terbagi dalam bagian-bagian yang di strukturkan secara 

fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal dan 

merupakan satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan 

digunakan secara terpisah, baik untuk tempat hunian 

maupun untuk manfaat lainnya yang dilengkapi dengan 

bersama, benda bersama dan tanah bersama. 



Huruf f 
Yang dimaksud dengan hak pengelolaan adalah hak 

menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya 

sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya antara lain ; 

berupa perencanaan peruntukan dan penggunaan tanah, 

penggunaan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugas, 

penyerahan bagian-bagian dari tanah tersebut kepada pihak 

ketiga dan/atau berkerjasama dengan pihak ketiga. 

Ayat 4) 
Huruf a 

Cukup Jelas 

Hurufb 
Yang dimaksud dengan Tanah dan bangunan yang digunakan 

untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk 

pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum adalah 

tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk 

penyelenggaraan pemerintahan, baik Pemerintah Pusat 

maupun Pemerintah Daerah dengan kegiatan yang semata 

mata tidak ditujukan untuk mancari keuntungan, misalnya; 

tanah dan/atau bangunan yang digunakan untuk instansi 

pemerintah, sekolah milik pemerintah, rumah sakit 

pemerintah dan jalan um um. 

Huruf c 
Yang dimaksud dengan badan atau perwakilan lembaga 

intemasional adalah badan atau perwakilan organisasi 

intemasional baik pemerintah maupun non pemerintah 

berdasarkan penetapan Menteri Keuangan. 

Huruf d 
Yang dimaksud dengan konversi hak adalah perubahan hak 

dari hak lama menjadi hak baru menurut Undang-undang 

Pokok Agraria, ketentuan perundang-undangan lainnya 

termasuk pengakuan hak dari pemerintah. Contoh : 

1 .  Hak guna bangunan menjadi hak milik tanpa adanya 

perubahan nama. 

2. Bekas tanah milik adat menjadi hak baru. 



Yang dimaksud dengan perbuatan hukum lain adalah 

mernperpanjang hak atas tanah tanpa ada perubahan 

nama. 

Hurufe 
Yang dimaksud dengan Wakaf adalah perbuatan hukum orang 

pribadi atau Sadan yang memisahkan sebagian hak milik 

berupa atas tanah dan/atau bangunan dan melembagakan 

untuk selama-lamanya guna kepentingan peribadatan atau 

kepentingan umum lainnya tanpa imbalan apapun. 

Huruf f 
Cukup Jelas 

Pasal 5 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat 3) 
Cukup Jelas 

Pasal 6 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat 3) 
Cukup Jelas 

Ayat 4) 
Cukup Jelas 

Ayat 5) 
Cukup Jelas 

Ayat 6) 
Cukup Jelas 

Pasal 7 

Cukup Jelas 

Pasal 8 

Ayat 1) 
Nilai Perolehan Objek Pajak harus lebih besar dari 60.000.000,- 

(Enam Puluh Juta Rupiah) maka pajak terhutang dapat dipungut. 

Contoh: 

Pokok Pajak Terhutang = Tarif Pajak x (nilai perolehan objek pajak 

- 60.000.000) 

= 5°/o x ( 70.000.000 - 60.000.000 ) 



= 5°/o x 10.000.000, 

= 500.000,- 

Ayat 2) 
Nilai Perolehan Objek Pajak harus lebih besar dari 300.000.000,- 

(Tiga Ratus Juta Rupiah) maka pajak terhutang dapat dipungut. 

Pokok Pajak Terhutang = Tatif Pajak x (nilai perolehan 

objek pajak - 300.000.000) 

= 5 °/ox ( 350.000.000 - 300.000.000) 

= 5 °/ox 50.000.000,- 

= 2.500.000,- 

Pasal 9 

Cukup Jelas 

Pasal 10 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat 3) 
Cukup Jelas 

Ayat 4) 
Cukup Jelas 

Ayat 5) 
Cukup Jelas 

Pasal 11  

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Pasal 12 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat 3) 
Cukup Jelas 

Ayat 4) 
Cukup Jelas 

Ayat 5) 
Cukup Jelas 

Pasal 13 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 



Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat 3) 
Cukup Jelas 

Pasal 14 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat 3) 
Cukup Jelas 

Ayat 4) 
Cukup Jelas 

Pasal 15 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Ayat 3) 
Cukup Jelas 

Pasal 16 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Huruf a 

Cukup Jelas 
Hurufb 

Cukup Jelas 
Huruf c 

Cukup Jelas 
Hurufd 

Cukup Jelas 

Pasal 17 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Pasal 18 

Ayat 1) 
Cukup Jelas 

Ayat 2) 
Cukup Jelas 

Pasal 19 

Cukup Jelas 

Pasal 20 

Cukup Jelas 



Pasal 21  

Cukup Jelas 

Pasal 22 

Cukup Jelas 

Pasal 23 

Cukup Jelas 

Pasal 24 

Cukup Jelas 

Pasal 25 

Cukup Jelas 

Pasal26 

Cukup Jelas 

Pasal 27 

Cukup Jelas 

Pasal 28 

Cukup Jelas 

Pasal 29 

Cukup Jelas 

Pasal 30 

Cukup Jelas 

Pasal 31  

Cukup Jelas 

Pasal 32 

Cukup Jelas 

Pasal 33 

Cukup Jelas 

Pasal34 

Cukup Jelas 

Pasal 35 

Cukup Jelas 

Pasal 36 

Cukup Jelas 

Pasal37 

Cukup Jelas 



Pasal 38 

Cukup Jelas 

Pasal39 

Cukup Jelas 

Pasal 40 

Cukup Jelas 

Pasal 41 

Cukup Jelas 

Pasal 42 

Cukup Jelas 

Pasal43 

Cukup Jelas 

Pasal 44 

Cukup Jelas 

Pasal 45 

Cukup Jelas 

Pasal 46 

Cukup Jelas 

Pasal 47 

Cukup Jelas 

Pasal48 

Cukup Jelas 

Pasal 49 

Cukup Jelas 

Pasal 50 

Cukup Jelas 

Pasal 51 

Cukup Jelas 

Pasal 52 

Cukup Jelas 

Pasal 53 

Cukup Jelas 

TAMBAHAN BER!TA DAERAH KABUPATEN SEKADAU NOMOR 1 



LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR : 21 TAHUN 2019 
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN 
SEKADAU 

TATA CARA PENERIMAAN, PENELITIAN DAN VERIFIKASI DERKAS BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Penerimaan, Penelitian dan Verifikasi Berkas BPHTB adalah tata cara 

penerimaan berkas pendaftaran BPHTB oleh fungsi pelayanan BPRPD 

untuk selanjutnya dilakukan penelitian terhadap keabsahan data dan 

diverifikasi kelengkapan berkas. 

Dalam ha! ini penerima hak atas tanah dan/atau bangunan yang disebut 

wajib pajak pada sebelumnya telah mengisi formulir SSPD BPHTB yang 

dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung melakukan perhitungan 

sendiri BPHTB terhutang berdasarkan pada nilai transaksi dan/atau Nilai 

Jual Objek Pajak PBB atas tanah dan/atau bangunan tersebut. 

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah-langkah teknis dalam Penerimaan, Penelitian dan Verifikasi 

Berkas BPHTB adalah sebagai berikut : 

1 .  Wajib Pajak BPHTB (penerima hak atas tanah dan/atau bangunan) 

menyiapkan dokumen pendukung terkait perolehan hak atas tanah 

dan/atau bangunan yang menyatakan bahwa telah terjadi penyerahan 

hak atas tanah dan/atau bangunan antara kedua belah pihak (yang 

menyerahkan hak dan penerima hak). Dokumen pendukung ini dapat 

berupa surat perjanjian, dokumen jual beli, surat hibah, surat waris, 

kwitansi dan lain-lain yang pada dasarnya menyatakan telah terjadinya 

pemindahan hak atas kepemilikan tanah dan/atau bangunan. Dokumen 

inijuga dapat disertai dengan dokumen pendukung lainnya. 

2. Wajib Pajak BPHTB melakukan perhitungan BPHTB yang terutang. Hasil 

perhitungan diisi dalam formulir SSPD BPHTB yang diterima dari 

BPRPD, kemudian ditandatangani. 

3. SSPD BPHTB beserta dokumen pendukung diserahkan Wajib Pajak 

kepada fungsi pelayanan BPRPD. 

4. Fungsi Pelayanan melakukan penelitian terkait kesesuaian data. 

5. Fungsi pelayanan melakukan verifikasi kelengkapan berkas. 



C. CONTOH FORMULIR SSPD BPHTB 

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH 
Lembar 1 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

( SSPD BPHTB ) lxrtuk Wajb Pajak 
sebagaibukti 

'911UIITM IUllll,,I.TEI SEll.C(I� BERFUNGSI SEBAGAJ SURAT PEMBERITAHUAN OBJ EK PAJAK pembay.aran 
1.-0M l'llGnOU.UTil:IIHI OM 

P,\Ull(D.IEUI 

Jl,._d .. lhwrlo.1411 PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) 
ftl,p. �"115 ll<*lld .. 

Perhatian : Bacatah petl..flj.jc pergisian pada halaman belakang lerrbar ill terlebihdatl.Jlu 

A. 1 Nama Wa11b Pejak I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I 
' 

N P W P  

3  Alarnat Wa11b Pajak 

4 Keli.rahan I Desa 5 RTIRW 6 Kecamelan 

7 Kabupaten /Kota • Kode Pos I I I I I I 
B 1 Nomor Oqek Pajak (NOP) PB8 [I] [I] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 

' 
letak Tanah dan a tau Bangunan 

3 Kelurahan/Desa 4 RT/RW 

5 Keaamatan 6. KabupalenA<ota 

PertutunQan NJOP PBS 

Luas  NJOP PBBfml 

Uraian lf)f,;1111i,/-hdMll•u.,_n l'..-v,_,,,.• o,,1.-.m ... sPFrPBllr-lM)Jd",nrt11MNu 
t.wsxNJOP PBBlml 

- 
,..,. .... , 

Tareh I btm I 7 ' 
g Rp 11 Rp 

m I illlJU 7 l angka 9 

Bargu,an • ' 10 Rp 12 
Rp. 

m , .  ,, 
10 

NJOP PBB 13 
Rp 

I� 11 •angka 12 

15 Jen rs pero�han hak atas tanah dan bangunan [I] 14 Ha� Transali!1 /N1la1 Pasar Rp 

16 Nomor Sel'llfikat 

c PENGHITUNG>N BPHTS ( Hanie dRSI berdasarbn pengh1tungan Wa11b Pa,ak) Dalam Rupiah 

N1!a1 Perclohan Objek Pa}3k ( NPOP) 1 

Nila1 Pero!ehan Objek PaJak Tdak Kena Pajak ( NPOPTI<P) 
' 

Nl1a1 Perolehan ot;ek Pa1ak Ken, PaJak ( NPOPKP) qkl 1 - Wlgka 2 3 

Bea Perolehan Hak alas Tanah dan Bangunen :,ang tarutang 5'J. x aogka 3 • 
Pengenaan 50'11, karena wans I h1bah was1atl pembenan hak pengelolaan ") 50,i, a angka 4 5 

Bea Perolehan Hak ams Tanah dan Bangunan )8ng harus d1bayar 6 

D Jumlah Set1ran berdasarlcan l)rtuk disetorkln kl rtklning i<.s D1ter1h .-da Bink l<lllb11 No. Rakening 

D e Pertutungan 'NaJ1b Pajak 

D b STB I SKBKB I SKSKBT ') Nomor Tanggal 

D c �ngul'llngan d1h1tung sendin ka1ena [I] 
D, 
Dengan anglai Oengan Huruf 

Rp I 

') Ccnl)'lna bdak per/lJ 
TGL Telah 0.Venvkasi 

WA.JB PAJAK I PENYETOR MENGTAHUI DITERIMA OLEH KEPAIA BADAN PENGELOLA RETRIBUSI 
PPAT/NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB DAN PAJAK DAERAH KABUPATEN 

Tanaoal... SEKADAU 

Nama Lengkap dan Tanda Tangan Nam a Lengkap, S.mpel dan Tanda Tangan Nama Leng�ap, Stempel dan Tanda Nam a Lengkap. S.mpel dan Tanda Tangan 

Han ya d11$i oleh Nomor Oola.tmen [I] [I] I I I I I I I I I I I I I I Petugas 0..spenda 
Kab_ Sekadau NOPPBBBaru [I] [I] I I I I I I I I I I I I I I I I I D 



j e nis  e a  
•  Pemekanin usaha I 

Hadiah !3 
Perolehan hak romah sedarhana sehat dan RSS melalw KPR 14 

harsubsid1i 
Pemberian Hal: Baro 
Pembenan hak baro sebagai kelanjulan pelepasan hak 21 
Pemh!rian hak baro sebaga1 kelanjutm pelepnan hak 22 

• 
06 
01 
08 
09 

IO 
1 1  

ees eroe a 
Pemuukan dalam perseroan/badan hukum la1nny.i 
Pemisahan hak yang mengak1batkan pera!1han 
PenunJukan pemberi dalam lelang 
Pelak:sanaan putusan hal:!m yang mempunya1 bi:uatan hui:um tetap 
Penggabuogan usaha 
Palebaran usaha 

n 

01 
03 
04 

05 

enis ero e a 
Pem1ndahan Hak 
• Jual Beli 
• TubrMenukar 
• H1bah 
• Hibah Was1al 
• W.iris 

P£TUIUUK PEll61SIAN SSH 
Fonnulir lfll terdiri dan 5 (lima) ran9bp Lambar pertama untuk Wa11b Pajak (WP) sebaga1 buktl pemba1ara1L lembar kedua ootu k llis111nda bb Sekadau disampaibn oleh WP: lffllbar keliga untuk 
Kantor Panenmaan Pembavaraan (Bank latbar!Tempal laln yi;,Jj11mbar ke empal unluk WP Prata ma. dan lembar ke l1ma llf'lluk PPAT/Notaris/K�pala Kantor lela,eflapala Kantor 
Perlariahan Kah Sekadau 
lsilah SSB 1111 danjan huruf cetak. capital atau dtbtik. 
Gunabn saw SSB untuk seliap se\oran dan s9' JBNS prolehan hak alas sualll tanah dan alau bangunan 
formuhr Nii dapat juga digunakan U11tul pembiyal'il1 alas su;r!u pembetulan a tau pengungbpan ketidak benaran penghitungan V.'P 

CIRA PEHGISIAN , 
Hunl A OH&i den!}in data WP 

Angka Is dangs d angka 8 cuktip �s 
Huruf H Dusi den91n data dan jenis perafehan hak atas tan ah dan a!au bangunan 

Angka I 01111 de�an Hornor Objek Pa}ak (HOP) yart!J!rtantum dalam SPPT PBB atas tanah dan atau bangunan yang bersangkutan 
Angka 2 s.d angka 6 Dusi dengan letik tal!il!ilan atau bangunan ya� habiya diperaleh 
Angka7 s d angka 13 Meropakan tabal untuk menghihmg �OP PBB atas tanah dan atau bangunan yang hal:ny;i diperoleh 

Pada kolom angka 9 dan Ill agar disebutl:aluhun SPPT PBS saa! te11adi perolehan 
Oalam hal MJIP PBB belum ditelapkan/belum ada SPPT PBB. angb 9 dan angl:a m diisi berdasarian sarat ksterangan KOOB yang diterbitkan aleh 
(epa!a Kantor Ptlayanan PBB/KPP Prata ma Sanggau 
Dusi dengan harga transalsl yang tarjadi/harga transa\:png tertan\um dalam Risalah lalang/nilai pasar ob Jilk tersebut, 
Oi1si den an kade "erus perolehan hk atas tanah dan b unan. seba al berikul 

Hurul c 

a am a ero n a uma e a an.a at s a! se agaimana ialur a am putus.in enten emu man n rnu I a o. l!ntang pen perom an an 
pemukim;in dengan dukungan Fas1!rtas Subsidi Peromahabagfmana telah diubah dengan bPiJluun Mentari Pemul:!man dan Prasarana Wilayah Mo 20/KPTS/M/2004 dan Rum;ih Susut Sarhana yang dtrakukan 
me!alui Kn!d1t Pemlhkan Ru mah barsubsidl (KPR llersubs1si) yang pambangunannya mengacu pada Peraturan Meteri itl.ki;rTI Ma 60/PRT/1991 t8fl!ang persyaratan leuis PembiQUllill Ru mah Susun. 

Angl.:a 16 D1lsl d!ngan nDmllr sertillkat tanah 
lliis1 dengan menghltung Bea Perolehan Hak Alas f amth dan Bangunan (BPHIB) aleh WP 

Dalam hal SSH digunabn untuk selDran b!llhrbn STB/SKBXB/SKBKBT seb19a1man;r hurul Ob atau berdasarbn hurof O d. hurul C tidak di isl perlu 
Angka I N1lai Perolehan Objek Pajak (NPOP) diisi dengan harga transak:s1/nila1 pasar abjek paj.ak sehagaimana hurul B angka 14 IOahmha! NPOP lershul hdak diUtahul 

Atau lebih l'l!ndah darl HJOP PBB maka NPOP dilsl dangan NJOP PBB sBbag1mana hurol 8 anglil 
Oiisi sesuai d111gan besarnya NPOPTKP Kola Sekadau. yang ditetapkan oleh Kapa la Din as PendapaOnrah Kah SBkadau alas nama 9upati Sebd;ul(ln!ormasl men�enai 
besamya NPOPTKP dapat d1paroleh melalui Oinas Pendapatan Oaerah lab Sekadau. 
Cul:up J!las 
Oiisi dengan hasil perblian antara NPOPTKP (angka3) dengan tanff pajak sebesar 5% (sesuai pasal H7 UU No.2H Tahun 2009) 
Oiisi dalam hal WP memperolsh hak alas tan ah atau bngunan karana waris a\au h1bah wasial ;itau pemeben.in hak pengelalaan. dengan liitungan sebesar 50% X 
PBHTB yang terutang (angka 4). apabila Vr'P adalah 
;.. Penerima waris at. hibah wasiat atau 
; Penerima hak pengelolaan y;ing bukan Departemen. lemhga Pamerintah Non Departtmen. Pemda ProY!nSL Pemda Kabupalen/bita. ta;. P,marintah lainnya. 

Dan Perum Paromnas 
D1isi ·Sama dengan angka 5. dalam ha! Vr'P memperoleh hak alas tanah dc1n atau bangunan karane waris/h1bah wasiat/pemberian hak p1mgelolaan 

·So"!ma d1Itgan angka 4. da!am hal WP memperol!h hak alas tlnah dan atau bangunan selam warivhibah wasiat/pembenan hal: puge�all!lina 
01maksud pada angka S 

Dusi dengan member tanda "X" pada kola yang sssuai dengan dasar seloran pajaVsaks1 admnistrasi berdasarbn 
Hurul a Menu rut penghitungan WP sebagaimana hun.i! C 
Huruf b ·Menurut Sum Iaglhan Bea Perolehan Hak Alas Ta11ah dan BanglJ!lan (STBJ. a tau 

-Ma nu nit Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Atas lanah dan Bangunan Ku rang Bayar (SKBKB). atau 
·Me1111rut Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak Alas Tanah dan Ban gun an Ku rang Bayar Tambahan (SKBKBTl 
Oiisi dalam hal WP manghi!ung semliri besarny1J.1urangan BPHIB yang terotang kar!na 

Huro!O 

................ 

Kondis1 tertenlu WP yang ada hubungannya dangan Objak Pa;itu 
a WP orang prlbadi yang mempero!eh hak baru melalul prngram pemannlah 

di!i1di111g pertanahan da�idak mempunyal b!mampuan ntara ekonomis 
b WP Badan yang memparoleh hak baru selain HPl dan telah menguasai tan ah 

dan atau ban9unan secara lisik lsb1h dan 20 tahun yang d1buktikan den9an 
wrat pemya!aan WP dan keterangan dari peiabat satempal 

t WP 11n1ng pribadi yang mempero!eh hak atas tanah atau bangunan Rumah 
Slllerhana (RS) dan Rumah Susun SedBrhana serta Rumah Susun Sangat 
Saderhanil (RSS) yang d1peraleh langsung dan pengembang dan d1bayar 
secara ,1ngsuran 

d WP Drang pnbadi menenma h1bah dan orang pr ibad1 yang mempunya1 
hubungan Uluarga sedarah dalam garis keturonan lunis sa!U derajat keatas 
atau satu dera1at ke bawah 

2 Kondisi WP yang ada hubungannya dengan sablnbab tertentu yaitu· 
a WP yang memperol!h hak atls tanah melalu1 pemliel1an dari has1I ganli rugi 

pe_msnntah yang nilai ganti ruginya d1bawah MJDP PBB 
b WP ya119 memperoleh hak alas tanah sebagai penganti alas ran ah yang 

dsbabaskan clah pemenntah untuk kepantingan umum 
c WP Badan yang terhna dampak knss e�allDmi dan moneler yang berdampai. 

luas pada keh1dupan perekonom!an nasional sehm!!Qa WP hanis melakukan 
r!slnAtunsasi usaha dan atau utang sesuai dangan liib.jabn Pamerinlah 

d WP yang mempernleh hak atas tan ah dan atau ban gun an yang tldak beMUngs1 
lag1 seperti semula disababk:an bancana alam atau sebab ·sebab lainnya 
sepert kebakaran. banjir. tanah longscr. gempa buml gunung meletus. dan 
huro hara yang larjdi dalam jangka wakt u paltng h1ma 3 (llga) bulan seiak 
penandatanganan akta 

15% 

50% 

50% 

71% 

50% 

11 

13 

15 

16 

11 

18 

.... _......, 
a. WP orang prihadi Y!l1ran. PNS. INI. POlRl.11ens1onan PNS. 

pumawuv.an TNl. pumawirawan POlRI. atau jarnla/du�a r,ing 
memperoleh hak alas liinah dan atau bangunan rumah din as 
pemerintah 

I WP Badan Ko fl!S Pegawa1 Rejiubhk Indonesia (KORPRI) png 
memperof!h hak alas tanah dan alau bangunan dalam rangb 
pengadaan perumahatbagi ang,gota KORPRI/PNS 

g WP bad an ana� perosahaan dari perosahaan asuransi dan 
reasuransi yang mem11erllleh hak alas tan ah dan atau ban gunan 
yang bamal dari parusahaan induknya selftu pemegilng saham 
tunggal sebiga1 kalanptan dari pelabanaan Keputusan M1111teri 
huangan tenting Ke.sehaliln buangan Perusah.ian Asuransi dan 
Perosahaan R!as11n1nsi 

h WP yang dnmisfflnra lermasuk dalam wilayah ,ogram rehabihtasl 
dan rekanstrubi yang memperoleh hak alas tlnah dan a tau 
bangunan mfflal111 program pemuintah dibidang pertanahan. 

lanah dan ata11 hillgurian digunabn untuk kepenllngan sa !lial ata11 
pandid1kan yang sematamata tidak untuk mencari Uuntunga11ntara 
lam untuk panli asuhan.. panti jompo. romah yatim prallliabililh yang 
ditujukan untuk tidK mencari b1111tungan. romah salit swasbi millk 

institu� pe!ayanan saial mtt,arabt 
%) Besamya persentas1 pangurangan herdasarbn kap11tusan Menter! 
keuangan Hornor I04/PMK.01/2005 Jo Peraturan Oirjen Paiak NomarP[R 
16/PJ/1005 
(apabila diperlubn. inlormasi lebih lanJul mangenai panghitungan 
besamya pengurangan BPHTB dapat diperoleh mela!u1 Omas Pendapatan 
Oaarah k.ab Sekadau) 

1111% 

50% 

100% 

50% 

11 

13 

Hurul d 01isi un1uk setoran selain hurul il hurol b. dan huruf c. seperti slllran ln!rdasarbn SK PembfrulaiSJ: Kebaratan/Putusan Banding/Putusan lain Pili menyibabkan 
jumlahpajak yangibBJer bertambah. 

Oiis1 dangan 1umlah paJak yang disator dengan c1ngU (dalim kotak) dan hurul (parla hagian yang diarsir). 
tatat.in ·Oa!am hill BPHTB yang seharosnya terhutang ni!ttl (nlll). maka Vf'll tatap m&ngisi SSB dengan membari keterangan "NIHIL" pi!£ 1a;Jka G. 

·SSB nihd cukup d1�atahlll oleh PPAI/Natans/Ki!pala Kan!ar lel�bat lelang/hpala Kantor Pertilnahan Kab Sebdau dengan menilndatanganl kalam yang telah dlsediakan (WP tidak perlu ke 8 b anU 
SSB mhtl lembc1r U 2 SSB nih1l lambar 03 dan SSB nihd lembar ke 4 disampa1kan b Oinas pendapatan Oaerah kab.Ssbdilleh WP 



PERSYARATAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB 

TANGGAL MASUK BERKAS ..........•.•••.................••...••.•••...•.... 

TRANSAKSI JUAL BEU 

C) 

0 
0 
0 

0 

0 

0 

0 

Surat Kuasa 

Foto copy KTP penjual dan pembeli 

Foto copy Sertifikat Tanah/SK darl BPN/Surat Ukur darl BPN 

Foto copy SPPT PBB tahun terakhir 

Foto/gambar objek {tanah/bangunan) dengan wajib pajak menunjukan objek 

Sket rumah/lokasi objek. -pajak 

Nomor telepon/HP yang dapat dihubungi 

Bukti juat beli dari des.J/ Aleta jual Beli dari Notaris 

PETUGAS PENERIMA BERl<AS 

NAMA 

PERSYARATAN PEMBAYARAN PAJAK BPHTB 

TANGGAL MASUK BERKAS ...................••...••....•.................... 

WARIS/HIBAH WASIAT 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

Surat Kuasa 

Fote copy Sertiflkat Tanah/SK darl BPNiSurat Ukur dari BPN 

Foto copy SPPT PBB dan Tanda Lunas PBB tahun terakhir 

Foto/gambar objek (tanah/bangunan) dengan wajlb pajak menunjukan obJek 

Sket rumah/lokasi objek pajak 

Nomor telepon/HP yang dapat dlhubungi 

Surat Keterangan Ahli Waris/Ketetapan Hibah Wasiat 

Fote copy KTP seluruh ahli waris 

Foto copy Kartu Keluarga (KK) sejuruh ahli waris 

PETIJGAS PENERIMA BERKAS 

NAMA 

BUPATI SEKADAU 
Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

ADIUS, SH 

Pembina (IV /a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 

TID 

RUPINUS 



LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR : 21  TAHUN 2019 
TENTANG :TATA CARA PENGELOLAAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN 
SEKADAU 

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Tata cara perhiturigan dan penetapan adalah cara perhitungan dan 

penetapan pajak terhutang yang dilakukan oleh Kasubbid Pendaftaran, 

Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB. Tata cara ini dilakukan 

dengan tujuan untuk mengurangi resiko kesalahan perhitungan yang 

dilakukan oleh Wajib Pajak secara mandiri. 

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah-langkah teknis dalam perhitungan dan penetapan SSPD BPHTB 

adalah sebagai berikut: 

1 .  Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB 

menerima formulir SSPD BPHTB yang telah diteliti dan diverifikasi oleh 

fungsi pelayanan untuk kemudian dilakukan perhitungan. 

2. Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB 

menyampaikan perhitungan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB 

untuk dievaluasi. 

3. Kepala Bidang PBB dan 

BPHTB kepada Kepala 

pengambilan keputusan. 

4. Kepala Sadan menyampaikan basil putusan kepada Kasubbid 

Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB untuk 

selanjutnya ditetapkan. 

5. Kasubbid Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan PBB dan BPHTB 

menyampaikan basil perhiturigan yang sudah diputuskan oleh Kepala 

Badan kepada Kepala Bidang PBB dan BPHTB dengan melampirkan 

formulir SSPD BPHTB yang telah diisi oleh Wajib Pajak. 

6. Kepala Bidang PBB dan BPHTB memvalidasi SSPD BPHTB untuk 

selanjutnya diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD). 

BPHTB menyampaikan basil perbitungan 

Sadan untuk selanjutnya dilakukan 



7. Kepala Bidang PSS dan SPHTS menyampaikan formulir SSPD SPHTS 

yang sudah divalidasi kepada Kepala Sadan untuk ditandatangani dan 

disahkan. 

8. Kepala Sadan menandatangani dan mengesahkan SSPD SPHTS. 

SUPATI SEKADAU, 

TTD 

RUPINUS 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA SAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KASUPATEN SEKADAU, 

�/ 
RADIUS, SH 
Pembina (IV /a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 



LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI SEKADAU. 
NOMOR : 2 1  TAHUN 2019 
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN 
SEKADAU 

TATA CARA PEMBAYARAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Tata cara pembayaran BPHTB adalah cara pembayaran BPHTB terutang 

oleh wajib pajak dengan menggunakan SSPD BPHTB dan STS pada 
BPRPD. 

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah-langkah teknis dalam pembayaran BPHTB adalah sebagai 
berikut: 

1 .  Dalam melakukan pembayaran atau penyetoran pajak BPHTB yang 

terutang ke Bank dan/atau Bendahara Penerimaan BPRPD, Wajib Pajak 

menyerahkan SSPD BPHTB kepada Bank dan/atau Bendahara 

Penerimaan BPRPD, mengisi Bukti Penerimaan BPHTB (BPBPHTB) yang 

disediakan dan pada saat yang bersamaan Wajib Pajak kemudian 

membayarkan BPHTB terutang melalui Bank dan/atau Bendahara 
Penerimaan BPRPD. 

2 . Bank dan/atau Bendahara Penerimaan BPRPD menerima SSPD BPHTB, 

BPBPHTB dan uang pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak, 

kemudian memeriksa kelengkapan pengisian SSPD BPHTB dan 

kesesuaian besaran nilai BPHTB terutang dengan uang pembayaran 

yang diterima dari Wajib Pajak. 

3. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan BPRPD menandatangani serta 

mengecap SSPD BPHTB dan BPBPHTB, membukukan penerimaan 

setoran BPHTB dengan nomor dan tanggal kas penerimaan serta 

melakukan validasi pelunasan pembayaran pada lembaran form SSPD 

BPHTB. Pihak Bank dan/atau Bendahara Penerimaan BPRPD akan 

mengambil dan menyimpan lembaran 6 dan lembaran 5 form SSPD 

BPHTB dan menyerahkan lembaran 1, 2, 3 dan 4 serta arsip STS 

kepada Wajib Pajak. 

4. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB lembaran 1 ,  2 , 3 dan 4 dari Bank 

dan/atau Bendahara Penerimaan BPRPD serta arsip STS dan kemudian 

mengembalikan lembaran 4 kepada fungsi pelayanan sebagai arsip 

BPRPD. 



5. Apabila wajib pajak melakukan pembayaran secara online, maka wajib 

pajak melampirkan bukti transfer berupa struk ATM dan/atau bukti 

pembayaran lainnya yang sah untuk diserahkan ke Bendahara 

Penerimaan BPRPD. 

6. Setelah Wajib Pajak melaksanakan pembayaran BPHTB, SSPD BPHTB 

diperforasi sebagai bentuk keabsahan formulir pembayaran. 



C. CONTOH BUKTI SETORAN BPHTB 

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU 
SURATTANDASETORAN 

(STS) 

STSNo .ISTS/4 02 02/20 . : BPD S<*adau 

No. Re.llllUlQ : 9501001143 

PENYETORAN BPHTB an 

......•... ) 

No Kode Rel<e,11,g 

4 1.1.11 01. 

Mangallilui, 

P9!1gguna Anggar<ll 

NIP 

Urim Riooan Obyei< 

BPHTB • Pemndliian Ha< 

Uang iarseool daeoma pada langgal . 

Bendcilara Penerimaai 

NIP 

Jumlah 

Jumbil iRp,) 

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU 
SURATTANDASETORAN 

(STS) 

STSNo .. ISTS/4.02.021.!0 . Bank BPD Sel<adau 

No. Rei<enng 9501001143 

Har"' d�ma uang sebas.r' Rp. ····· ............... .... "·· 

ldengan huruij ( .  ..... .. . ... . . .  .  ...... 
" 

... . ........ ······ 
. .  )  

Ket"a,gan PENYETORAN BPHTB an .. . . . .  ... ....... ..... . . . . .  ..... 
········ 

. .........  
······ 

. .............. . ..... 

o..>gan mciai peoenmaan sebag,, beri<ut · 

No Kode Rei<en,,g Uraian Rircion Obyei< Jurn.ti IRp I 

I Ul 1102. BPHTB • Pen-benan Hak ilanJ 

- 
. - 

..•..... .. 

Uang \er.et>.JI dlenma pada ianggal .. 

Mooget.tiui 

Pengguna AnggarM Ber<l.ti11 a Panenmaan 

.. . .... . . . . .  

"  "  
... ... ..... . . . . . .  

" 
.. 

NIP. ... .......... 
" 

. ... .  . . . . . .  
··•·· 

NIP ........ . . . . . . . .  .  .  •,•M• 

....... 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 

I 



=i"'l·hi1J!Fi·ii Jdi I ,i,Jiii3H' 
- SEU.DAU 1...... . ... ZO ... 

..-"""-» Oll'f()IU,H o- Oo.l.-«i .- 

OltTQ O»«A>Q 0"� ........,,.., 

FORM APUKASI 
'lTCIIIAN, rlW6U1·111Q11QJ111'<;11MO:AJO 

' I i fl 
J'EHY£TI)aAN tf'HTI ..n.......-·--···- 

- 
"""'""' S£KAOAU 
HOl'll<.El'INGI l , l s l o l 1 l o l o l il 1 ) 4 '3 )  
.._.....,. KAL-81.R r..b. Sebd,u 

--- 

·-- 

MlllUl'Otl 

HO !PtNTil� 

,(f"TJ...,..,.... .......... 

------t:.:lC!;:�------ -Ill' IOIIJUflll!JMJl£.PO ...... -Cll\f" 

-·- -� 
,.. _ 

T..,O,.T .......... _ ,t_..-nlOI\ -.------- 

BUPATI SEKADAU 

TTD 

RUPJNUS 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

RADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 



LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI SEKADAU. 
NOMOR : 2 1  TAHUN 2019 
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN 
SEKADAU 

TATA CARA PELAPORAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Tata cara pelaporan BPHTB adalah cara yang dilakukan oleh Bidang 

Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan yang bertujuan 

untuk memberikan informasi tentang realisasi penerimaan BPHTB sebagai 

bagian dari Pendapatan Asli Daerah. 

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah-langkah teknis dalam pelaporan BPHTB adalah sebagai berikut: 

1 .  Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan 

menghimpun data dari Bendahara Penerimaan dan/atau Kasubbid 

Pendaftaranm, Pendataan, dan Penetapan PBB dan/atau PPAT 

dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang. 

2. Bank dan/atau Bendahara Penerimaan menyampaikan register SSPD 

BPHTB yang dilampiri dengan arsip beserta register STS. 

3 . Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan 

menyusun laporan berdasarkan data yang telah dihimpun. 

4. Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan 

melaksanakan rekonsiliasi penerimaan dengan PPAT/Notaris dan 

Kantor Pertanahan minimal dilaksanakan 3 bulan sekali. 

BUPATJ SEKADAU 

TTD 

RUPINUS 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

ADIUS, SH 
Pembina (IV /a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR : 2 1  TAHUN 2019 
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN 
SEKADAU 

TATA CARA PENAGIHAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Tata cara penagihan BPHTB adalah tata cara yang dilakukan setelah 

penetapan STPD, SKPDKB atau SKPDKBT dan Surat Teguran yang 

dilakukan oleh Sub Bidang BPHTB dan Piutang. 

BPHTB terutang disebabkan karena BPHTB terutang menurut SSPD 

BPHTB; tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah hitung, dan kena 

bunga/ denda. 

Penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar BPHTB/ Kurang 

Bayar Tambahan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Sub Bidang 

PBB, BPHTB dan Piutang dalam memeriksa BPHTB yang masih kurang 

dibayar atas Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) BPHTB dalam jangka 

waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar oleh Wajib Pajak atau atas Surat 

Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar dalam jangka waktu 5 (lima) 

tahun semenjak diterbitkan oleh Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang. 

Penetapan Surat Teguran merupakan proses yang dilakukan Sub Bidang 

PBB, BPHTB dan Piutang dalam menindaklanjuti Wajib Pajak yang belum 

melunasi BPHTB terutang hingga pada saatjatuh tempo. 

B. LANGKAH-LANGKAH TEKNIS 

Langkah-langkah teknis dalam penagihan BPHTB adalah sebagai berikut: 

1. Penetapan STPD BPHTB 

a. Berdasarkan tata cara pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Sub 

Bidang PBS, BPHTB dan Piutang mengarsip SSPD BPHTB yang telah 

dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

b. Sub Bidang PBS, BPHTB dan Piutang lalu memeriksa setiap SSPD 

BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, salah 

hitung, dan kena bunga/ denda. 

c. Atas SSPD BPHTB terutang yang tidak/kurang dibayar, salah tulis, 

salah hitung, dan kena bunga/denda maka Sub Bidang PBS, BPHTB 



dan Piutang Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah 

tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. Sub Bidang PBB, BPHTB 

dan Piutang kemudian mengarsip daftar tersebut. 

d. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang menerbitkan STPD BPHTB 

berdasarkan Daftar SSPD BPHTB yang tidak/kurang dibayar, salah 

tulis, salah hitung, dan kena bunga/denda. STPD BPHTB dicetak 

rangkap 2. 

e. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang mengarsip STPD BPHTB 

(lembar 4). 

f. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang STPD BPHTB (lembar 1) 

kepada Wajib Pajak. 

g. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang memperbaharui Daftar STPD 

BPHTB atas setiap STPD BPHTB yang telah dikirimkan kepada Wajib 

Pajak. 

h. Wajib Pajak menerima STPD BPHTB dan membayarkan BPHTB 

terutang sesuai dengan tata cara pembayaran BPHTB. 

2. Penetapan Surat Keputusan Pajak Daerah (SKPD) Kurang Bayar 

BPHTB/ Kurang Bayar Tambahan BPHTB 

a. Berdasarkan tata cara pembayaran BPHTB sebelumnya, maka Sub 

Bidang PBB, BPHTB dan Piutang akan mengarsip SSPD BPHTB yang 

telah dibayarkan oleh Wajib Pajak. 

b. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang memeriksa setiap SSPD 

BPHTB yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak dibayar 

oleh Wajib Pajak. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang memeriksa 

nilai BPHTB terutang yang tercantum dalam SSPD BPHTB tersebut. 

Atas SSPD BPHTB yang ternyata kurang bayar, Sub Bidang PBB, 

BPHTB dan Piutang kemudian menerbitkan Daftar SSPD BPHTB 

yang kurang dibayar. 

c. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang juga memeriksa setiap SKPD 

Kurang Bayar yang telah berjangka waktu 5 (lima) tahun semenjak 

diterbitkan. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang memeriksa nilai 

BPHTB terutang yang tercantum dalam SKPD Kurang Bayar 

tersebut. 

d. Atas SKPD Kurang Bayar yang masih kurang bayar, Sub Bidang 

PBB, BPHTB dan Piutang kemudian menerbitkan Daftar SKPD 

Kurang Bayar yang masih kurang dibayar. 



e. Berdasarkan daftar yang telah dibuat, Sub Bidang PBS, BPHTB dan 

Piutang menerbitkan SKPD Kurang Bayar (rangkap 2) dan SKPD 

Kurang Bayar Tambahan (rangkap 2). 

f. Sub Bidang PBS, BPHTB dan Piutang mengarsip SKPD Kurang 

Bayar (lembar 2) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 2). 

g. Sub Bidang PBS, BPHTB dan Piutang mengirimkan SKPD Kurang 

Bayar (lembar 1) dan SKPD Kurang Bayar Tambahan (lembar 1) 

kepada Wajib Pajak. 

h. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang memperbaharui Daftar SKPDB 

Kurang Bayar atas setiap SKPDB Kurang Bayar yang telah 

dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

1. Sub Bidang PBB, BPHTB dan Piutang memperbaharui Daftar SKPD 

Kurang Bayar Tambahan atas setiap SKPD Kurang Bayar Tambahan 

yang telah dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

J. Wajib Pajak menerima SKPD Kurang Bayar/ SKPD Kurang Bayar 

Tambahan dan membayarkan BPHTB terutang sesuai dengan tata 

cara pembayaran BPHTB. 

3. Penerbitan Surat Teguran 

a. Berdasarkan prosedur penetapan STPD BPHTB/ SKPD Kurang 

Bayar / SKPD Kurang Bayar Tambahan, Fungsi Penagihan 

menyimpan: 

Daftar STPD BPHTB 

Daftar SKPD Kurang Bayar 

Daftar SKPD Kurang Bayar Tambahan 

Dengan menggunakan daftar-daftar tersebut, Fungsi Penagihan 

memantau surat ketetapan BPHTB yang akan mendekati jatuh 

tempo. 

b. Selama 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, Fungsi Penagihan 

menghubungi dan melakukan pendekatan persuasif kepada Wajib 

Pajak agar melunasi BPHTB yang masih terutang. Pendekatan 

persuasif, meliputi: 

Menghubungi wajib pajak melalui telepon 

Mengirimkan Surat Pemberitahuan dan Himbauan 

c. Setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo, atas permintaan penundaan 

atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang 

disetujui, maka Fungsi Penagihan terus melakukan pendekatan 



persuasif kepada Wajib Pajak agar melunasi BPHTB yang masih 

terutang. 

d. Setelah 7 (tujuh) hari sejakjatuh tempo, atas permintaan penundaan 

atau pembayaran pajak secara mengangsur oleh Wajib Pajak yang 

tidak disetujui, maka Fungsi Penagihan menerbitkan Surat Teguran 

(rangkap 2). 

e. Fungsi Penagihan mengarsip Surat Teguran (lembar 2). 

f. Fungsi Penagihan mengirimkan Surat Teguran (lembar 1) kepada 

Wajib Pajak. 

g. Wajib Pajak menerima Surat Teguran. 

h. Fungsi Penagihan memperbaharui Daftar Surat Teguran atas setiap 

Surat Teguran yang dikirimkan kepada Wajib Pajak. 

Catatan: Setelah proses penerbitan Surat Teguran ini, setiap 

pemerintah daerah juga dihimbau untuk menetapkan : 

Surat Paksa atas Surat Teguran yang telah jatuh tempo; 

Surat Penyitaan atas Surat Paksa yang telah jatuh 

tempo; 

Surat Keputusan Pembetulan atas permohonan 

pembetulan surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak; 

Surat Keputusan Keberatan atas pengajuan keberatan 

surat ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak; 

Surat Keputusan Banding atas pengajuan banding surat 

ketetapan BPHTB oleh Wajib Pajak; 



PEMERINTAH<ABUPATEN SEKADAU 

SADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH 

Kepada Yth, 
Nama 

NOP 
Ala mat 

SURAT TEGURAN 

Nomor : 

Menurut data karni. hiniu�a saat ini Saudara masih tunaaakan paiak bohtbsebazai 

NOP, NO & TANGGl!lJPO 
Tanggal Jumlah 

Jenis Paiak Tahun Pajak BPHTB/ SKPOB KU RANG 
Jatuh Tempo Tunggakan 

BAYAR/ SKPOB KURANG BAYAR 
Pembavaran Pajak (Rp) 

TAMBAHAN l*l 

(*l Corel vana tidak perlu 
Jumlah 

(dengan huruf 

Untuk mencegah tindakan panggilan pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Peraturan Perundang 
Undangan yang belaku ,maka diminta kepada Saudara agar melunasi jumlah tunggakan pajak BPHTB 
dalam waktu 21 (dua puluh satu Hari sejak surat teguran ini diterima. 

Dalam hal Saudara telah melunasi tunaaakan naiak tersebut diatas. dimohon agar Saudara seaera 

melaoorkan keoada kami. 

PERHATIAN 

PAJAK HARUS DILUNASI DALAM WAKTU 21 (DUA 
PULUH SATUI HARi SETELAH TANGGAL SURAT 
TEGURAN INI. 

SESUDAH BATAS WAKTU TERSEBUT, TIN DAKAN 
PENAGIHAN AKAN DILANJUTKAN DENGAN 
PENERBITAN SURAT PAKSA. 

NIP 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

ADIUS, SH 
Pembina (IV/ a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 

Kepala Sadan Pengelola Retribusi 
dan Pajak Daerah Kabuoaten Sekadau 

_J 

BUPATISEKADAU 

TTD 

RU PI NUS 



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI SEKADAU 
NOMOR : 2 1  TAHUN 2019 
TENTANG : TATA CARA PENGELOLAAN BEA 

PEROLEHAN HAK ATAS TANAH 
DAN BANGUNAN DI KABUPATEN 
SEKADAU 

TATA CARA PENGURANGAN BPHTB 

A. GAMBARAN UMUM 

Tata cara pengurangan BPHTB merupakan proses yang dilakukan Sub 

Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah dalam 

menetapkan persetujuan/penolakan atas pengajuan pengurangan BPHTB 

terutang dari Wajib Pajak. Sub Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi 

dan Pajak Daerah kemudian menelaah dan memeriksa pengajuan 

pengurangan berdasarkan dokumen pendukung pengajuan dan data 

terkait objek pajak. 

B. LANGKAH-LANGK.AH TEKNIS 

Langkah-langkah teknis dalam penagihan BPHTB adalah sebagai berikut: 

1 .  Wajib Pajak mengirimkan Surat Pengajuan Pengurangan BPHTB yang 

dilampiri dengan dokumen pendukung pengajuan pengurangan dan 

Salinan Surat Ketetapan BPHTB kepada Sub Bidang Pengawasan, 

Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah. 

2 . Sub Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah 

menerima dokumen pengajuan pengurangan BPHTB. 

3. Sub Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah 

menelaah dan memeriksa pengajuan pengurangan BPHTB berdasarkan 

data objek pajak yang telah diterima. Selain itu, pemeriksaan juga 

dilakukan atas kesesuaian antara pengajuan yang diajukan dengan 

ketetapan atau kriteria berlaku. 

4. Apabila diperlukan, Sub Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan 

Pajak Daerah dapat melakukan survey lapangan apabila terdapat 

ketidaksesuaian data. 

5. Sub Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah 

membuat Serita Acara (BA) untuk kemudian diserahkan kepada Kepala 

Bidang untuk ditindak lanjuti. 

6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan 

membuat pertimbangan berdasarkan BA dan menyampaikan kepada 

Kepala Sadan. 



7. Kepala Badan mengambil keputusan untuk menolak atau menyetujui 

permohonan pengurangan BPHTB, kemudian melimpahkan kepada 

Bidang Perencanaan, Pengawasan, Pembukuan dan Pelaporan untuk 

membuat: 

a. Surat Penolakan Pengurangan BPHTB (untuk yang ditolak) atau, 

b. Surat Persetujuan Pengurangan BPHTB (untuk yang disetujui). 

8. Sub Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah 

mengarsip Berita Acara Pemeriksaan. 

9. Sub Bidang Pengawasan, Keberatan Retribusi dan Pajak Daerah 

mengirimkan Surat Penolakan Pengajuan Pengurangan BPHTB (bagi 

yang ditolak) atau Surat Keputusan Pengurangan BPHTB (bagi yang 

disetujui) kepada Wajib Pajak. 

10. Wajib Pajak menerima surat ketetapan BPHTB dan melakukan 

pembayaran sesuai dengan prosedur pembayaran BPHTB. 



C. CONTOH SURAT PERMOHONAN 

SURAT PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PAJAK 

SEKADAU, . 
Yth. Kepala Badan Pengelola Retribusi 

dan Pajak Daerah Kab.Sekadau 

Saya yang bertanda tangan dibawah ini: 
Nama 
NOP 
Alamat Objek 
Bertindak Selaku : Wajib Pajak/ Wakil/ Kuasa 

Dari Wajib Pajak: 
Nama 
NOP 
Alamat 

Dengan ini mengajukan keberatan atas Ketetapan Pajak yang ditetapkan oleh 

Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah, dengan alasan: 

a. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

b  .  

c. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  

Demikian surat ini saya buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya. 

Wajib Pajak/ Wakil/ Kuasa 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

------------------------------------- 



D. SURAT KEPUTUSAN KEPALA BADAN 

PEMERINTAH KABUPATEN SEKADAU 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH 

NOMOR: . 

TENT ANG 

PEMBERIAN PENGURANGAN 

BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN 

YANG TERUTANG 

KEPALA SADAN PENGELOLA RETRIBUSI DAN PAJAK DAERAH 

KABUPATEN SEKADAU 

I M e m b a c a  
I  

I M e n i m b a n g  
I  

M e n g i n g a t  

S:urat pe r m o h o n a n  p e n g u r a n g a n  Bea P e r o l e h a n  H a k  atas Tanah dan B a n g u n a n  
n a m a  .  
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  tanggal . 

: a . h a s i l  p e m e r i k s a a n  atas permohoran p e n g u r a n g a n  Bea P e r o l e h a n  atas T a n a h  d a n  
B a n g u n a n  yang terutaig s e b a g a i m a n a  d i t u a n g k a n  d a l a m  Serita Acara P e m e r i k s a a n  
N o m o r  

Tanggal 
b. bahwa terdapat/tidak terdapat*) c u k u p  a l a s a n  U n t u k  m e n g u r a n g k a n  besarnya Bea 

P e r o l e h a n  Hak atas T a n a h  dan B a n g u n a n  yang ter,utang 
: Peraturan Bupati S e k a d a u  Nomor . . . .  Tahun . . . .  tentang Bea Perolehan Hak atas T a n a h  

dan B a n g u n a n  di K a b u p a t e n  S e k a d a u .  
MEMUTUSAKAN 

Menetapkan 

Pertama 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN P E N G E L O LA  R E T R I B U S I  DAN PAJAK DAERAH KABUPATEN SEKADAU TENTANG P E M B E R I A N  P E N G U R A N G A N  BEA P E R O L E H A N  HAK ATAS TANAH DAN B A N GUNA N  YANG TERUTANG Mengabulka n  seluruhnya/ me ngabul k a n  sebagian/ menolak permohonan 
pengurangan Bea Perolehan Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) yang terutang kepada wajib pajak: Nama Wajib Pajak 
Alam at Wajib Pajak . 
Nomor Handphone . N O P  

·······-- · · · · ·· · · ····· · · ·· ·············--·- · · ········ ·-----···· ······ ········· · · · · · ···-----······ ·· ·  

L  

Letak Objek Desa/ Kel Kecamatan 
----· ········--·---- ---········------- ·· ·····-··----············-----·········--- ---·······-----··· ·  

···· · · · - · · · · ·· · · · · · · · - · · · ······· · · · · · ----· · · ······-·-- · · · · · ·········- · - - · · · · ······--············--- ·  

--·············-· · · · · ····· · ·····---······ ······· · - -·-·········- - --· · · ········· · · ··········--- · - ··· · ·  

· · · · · · · · · · · · · · - - - · · · · · · · · · · · · · - - - - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·  · ····················· · 



Kedua Sesuai dengan Keputusan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, maka 
Besarnya BPHTB yang seharusnya dibayar adalah sebagai berikut: 

a. BPHTB Terutang 

b. Besarnya Pengurangan 
c. Jumlah BPHTB yang seharusnya dibayar 

RP . 

RP . 

RP . 

Ketiga 

Keempat 

(sebesar **) 

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekliruan dalam keputusan ini maka 
akan dibetulkan sebagaimana mestinya. 

a. Asli Keputusan ini disampaikan kepada wajib pajak. 
b. Salinan Keputusan ini disimpan sebagai arsip Badan Pengelola Retribusi dan 

Pajak Daerah Kabupaten Sekadau 

Ditetapkan di. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .  
Pad a tanggal. . 

Kepala Badan Pengelola Retribusi dan Pajak Daerah 
Kabupaten Sekadau 

*) Coret yang tidak perlu 
**) Diisi sesuai keputusan 



E. CONTOH DERITA ACARA 

BERITA ACARA 

Pada hari ini tanggal bulan tahun dilakukan 
pemeriksaan berkas atas pengajuan yang disampaikan oleh: 

Nama 
Alamat 
Nomor HP 

-Selanjutnya dalam hal ini disebut "Pihak Pertama"- 

Nama 
NIP 
Jabatan 

-Selanjutnya dalam hal ini disebut "Pihak Kedua"- 

Bahwa pada hari ini pihak pertama dan pihak kedua menerangkan 
beberapa hal sebagai berikut: 
1 .  Berdasarkan ·---------·-···········-··--···-------···············---------- ···· · · ········------ 
2. 

3. ··· ····················· · · ··········••···················· · · ···· · ······· · ········ · ············•························· · · ···· ······················· · 
dan seterusnya. 

Demikian Serita Acara rm dibuat untuk digunakan sebagaimana 
mestinya. 

. , . 

···· ···-···-------------······················----------·-················-························--------·········· · · ··········------····· ········· ·  

Pihak Pertama 

Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEKADAU, 

.: 

ADIUS, SH 
Pembina (IV /a) 
NIP. 19810910 200803 1 001 

Pihak Kedua 

BUPATISEKADAU 

TTD 

RUPINUS 


